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PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 

PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI DITINJAU 

DARI SIYASAH SYAR’IYAH 

 (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup, Rejang Lebong 

Abstrak 

Retribusi parkir adalah pungutan yang harus dibayarkan pengguna jasa parkir 

kepada juru parkir karena sudah menggunakan jasa parkir retribusi parkir ini  sendiri 

salah satu pendapatan asli daerah tetapi setiap pengguna jasa parkir tidak 

mendapatkan karcis parkir oleh juru parkir. Adapun permasalahan yang ada, retribusi 

parkir dipungut tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah 

nomor 7 tahun 2011 dalam pasal 11. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan 

Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau dari Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus 

Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris 

dengan sifat penelitian deskriftif kualitatif  sumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer dan skunder yang langsung didapatkan dari informan , dalam 

pengumpulan data sendiri menggunakan metode observasi penelitian, wawancara, 

dokumentasi data dianalisis secara kualitatif deskriftif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang diamati dan penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undang dan pendekatan konseptual. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa Penerapan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi 

Jalan Umum (Studi Kasus Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong) belum 

efektif karena kendala-kendala 1) Penegakkan Hukum pelanggaran yang belum 

dilaksanakan dengan baik; 2) Kurangnya sarana dan prasarana; 3) Sikap tidak 

pedulinya masyarakat dan tidak mau mematuhi peraturan yang ada; yang Kedua dari 

tinjauan Siyasah Syar’iyyah penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang 

Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum retribusi parkir pendapatan dari 

pemanfaatan sumber daya alam yang disebut dengan pendapatan dari sumber-sumber 

pendapatan lainnya . 

 

 

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Daerah , Retribusi Parkir, Siyasah 

Syar’iyah 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945 ) maka dalam 

hal pelaksanaan ketatanegaraan wajib mendasari hukum yang berlaku 

termasuk halnya pada pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UUD NKRI 1945 

Pasal 18 disebutkan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi dibagi atas 

kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk  

melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya serta perkembangan 

transformasi yang terjadi harus diimbangi dengan pengawasan agar 

perkembangan transformasi tidak hanya berkembang seadanya namun juga 

harus berkembang dengan baik dan bijak. 

Otonomi Daerah sebagai menifestasi demokrasi pada hakekatnya 

merupakan penerapan konsep teori “areal divinision of power“ yang 

membagi kekuasaan secara vertical suatu Negara, sehingga menimbulkan 

adanya kewenangan penyelanggaraan pemerintahan di disatu sisi oleh 

pemerintahan pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh pemerintahan 

daerah.
1
 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah 

                                                             
1
Karim, A.G, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Diindonesia, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2023), 03. 
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peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat  

Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah.  

Definisi lain dari pengertian Peraturan daerah adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. 

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Wali kota dan 

DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang 

dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, Sedangkan 

rancangan perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 

dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda 

dilakukan dalam satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak 

terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah ada 

berbagai jenis peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Kota dan Provinsi salah satunya Retribusi  Daerah.
2
 

Retribusi daerah menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak dan  retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sama halnya dengan 

parkir, pemerintahan memberikan ijin tertentu yang diberikan kepada dinas 

perhubungan parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan yakni parkir ditepi 

jalan umum dan parkir berlangganan. Dalam hal ini parkir yang dikelola oleh 

Dinas Perhubungan kemudian ke dinas pendapatan daerah yang kemudian ke 

                                                             
2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah. 
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kas daerah. Retribusi daerah sejatinya memberikan peranan atau 

konstribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD), salah 

satunya adalah retribusi jasa umum retribusi yang dipungut ditepi jalan 

umum. 

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan pembayaran atas 

pengguna tempat yang diselanggarakan oleh Pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi 

Parkir Ditepi Jalan Umum, meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, 

namun retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan jasa umum yang 

menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar dalam retribusi daerah
3
 

dari sektor retribusi parkir dikawasan Kota Curup Tahun 2022 dan 2023 

diprediksi mengalami kenaikkan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala 

Dinas Perhubungan.
4
 

Pendapatan asli daerah retribusi parkir mengalami kenaikkan, bisa 

tercapai paling tidak 90% dari yang ditargetkan. Sedangkan tahun 2021 lalu, 

target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp 334.000.000 namun akibat 

dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 

III dan IV, maka Pemerintahan Kabupaten (PemKab) Rejang Lebong 

terpaksa menurunkan target PAD tersebut menjadi Rp.187.000.000 Meskipun 

target PAD retribusi parkir telah diturunkan hampir 50% ternyata realisasi di 

                                                             
3
Peraturan Daerah  Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan 

Umum. 
4
Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong),, 

Pada Tanggal Hari Jumat 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib. 
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lapangan menunjukkan target tersebut masih tidak tercapai dimana hingga 

penghujung akhir tahun 2021 lalu target PAD hanya tercapai Rp.150.000.000 

namun hal ini dijadikan salah satu alasan pengelolahan retribusi parkir 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir 

Ditepi Jalan Umum, permasalahan  juga terjadi di lapangan seperti terjadi 

perbedaan pungutan tarif parkir, maraknya juru parkir liar, maraknya oknum 

yang memanfaatkan lemahnya pengawasan Pemerintah dan lain-lain.
5
 

Penarikkan retribusi harus menggunakan karcis ini selain untuk 

legalitas dalam penarikkan juga untuk menghindari temuan dari badan 

pemeriksaan keuangan (BPK) karena harus menyertakan bukti potongan 

karcis dalam laporannya yang dibuat pemerintah daerah setempat setiap 

tahunnya dengan menyiapkan karcis penarikkan retribusi ini bertujuan positif 

karena kenyamanan petugas penarik retribusi dalam menjalankan tugasnya 

juga mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), karena 

setoran sesuai dengan jumlah karcis yang keluar sedangkan PAD tahun 2023 

ditargetkan sebesar Rp.78.000.000.000 ditengah masih adanya defisit 

anggaran setiap tahunnya kabupaten Rejang Lebong, diduga retribusi sektor 

parkir justru mengalami kebocoran. Hal ini lantarannya nyaris seluruh juru 

parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.
6
 

 Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum disebutkan 

                                                             
5
Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Pehubungan Rejang Lebong), 

Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib. 
6
Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong), 

Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib. 
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bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon atau kartu 

langganan.
7
 Sementara itu Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 

Kelurahan Pasar Tengah Curup dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong No 7 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1 untuk menganalisis faktor penentu 

dalam proses penerapan retribusi pelayanan  parkir di ditepi jalan umum pasar 

tengah dalam peraturan yang sudah ditetapkan  dalam peraturan daerah 

nomor  7 tahun 2011 dalam  pasal 8 ayat 1 menjelaskan struktur dan besaran 

tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
8
 Sebagaimana tercantum 

dalam table dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Struktur Dan  Besaran  Tarif Retribusi Parkir 

NO    Jenis Kendaraan 

 

Ukuran 

Kendaraan 

 

Tarif 

1  Kendaraan 

Roda 4 

(Empat) 

Sedan Pick 

Up 

0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/ 

sekali parkir 

Taksi Mini 

bus 

0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/ 

sekali parkir 

Mikrolet 0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/ 

sekali parkir 

Bus 17 s/d 28 

tempat duduk 

Rp. 3.000,-

/sekali 

parkir 

Bus 30 lebih 

tempat duduk 

Rp. 6000,-/ 

sekali parkir 

Truck 1 s/d 2 ton  Rp. 3000,-/ 

sekali parkir 

Truck 2 ton lebih Rp.6.000,-/ 

                                                             
7
Peraturan Daerah Rejang Lebong  Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi  Parkir 

Ditepi Jalan Umum, Pasal 11. 
8
Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi  Parkir 

Di Tepi Jalan Umum, Pasal 8. 
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sekali parkir 

2 Kendaraan 

Roda 2 (Dua) 

Motor Semua cc/ 

ukuran 

Rp. 1000,-/ 

sekali parkir 

Sumber :Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 struktur dan besaran  tarif retribusi 

parkir 

Berdasarkan  hasil wawancara sementara, bahwa penerapan peraturan 

daerah dibawah kewenangan Undang-Undang dikelurahan pasar tengah  

belum tercapai dengan optimal seperti yang diharapkan.  Adapun contoh yang 

ditemui dilapangan Bapak Romi memarkirkan kendaraannya di jalan 

merdeka, kecematan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang lebih tepatnya 

dikawasan Pasar Tengah. Menggunakan jasa parkir dan dipaksakan oleh salah 

satu juru parkir dengan membayar 3000 dan tidak memberikan karcis kepada 

bapak Romi tersebut.
9
 Hal ini tidak terjadi hanya sekali tetapi hampir seluruh 

orang memarkirkan kendaraanya tidak pernah diberikan karcis, dari semua  

hasil wawancara adapun Ibu Ana yang berasal dari beringin tiga memarkirkan 

kendaraannya dijalan merdeka terletak dijalan Merdeka Pasar Tengah juga 

tidak diberikan karcis dan membayar 2000.
10

 Saya Juga mewawancari bapak 

Ivan Bapak Ivan mengatakan bahwa selama saya memarkirkan kendaraan 

saya dikawasan ini saya juga belum pernah mendapatkan karcis sama sekali.
11

 

Hal ini Salah satu menjadi pemacu faktor masalah jasa pengguna parkir 

memarkirkan kendaraannya ditepi jalan umum membayar dengan uang lebih 

                                                             
9
Hasil Wawancara dengan bapak Romi (Pengguna jasa parkir), Pada Hari Senin Tanggal 24 

Aprli 2023, pukul 12.30 Wib. 
10

Hasil Wawancara dengan ibu ana( Pengguna jasa parkir) Pada Hari Senin Tanggal 24 April 

2023, pukul 11.00 Wib. 
11

Hasil Wawancara dengan bapak Ivan (Pengguna jasa parkir) Pada Hari Selasa Tanggal 25 

April 2023, pukul 13.25 Wib. 
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tidak pernah mendapatkan kembalian dari uang yang mereka berikan kepada 

kepada juru parkir. Bahkan besaran tarif Rp. 2000-3000 dianggap masyarakat 

sebagai tarif resmi retribusi parkir ditepi jalan umum bagi pengendara sepeda 

motor. 

Dari berbagai penjelasan permasalahan tarif parkir diatas bisa dikatakan 

parkir memiliki banyak permasalahan diantaranya masih kurangnya 

pengawasan dari Dinas Perhubungan, dikarenakan kurangnya penerapan 

retribusi parkir Di kawasan pasar tengah curup. Hal ini disebabkan kurangnya 

sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi parkir ditepi jalan 

umum sehingga banyak juru parkir yang melakukan pungutan liar terhadap 

pengguna jasa parkir, faktor terjadinya pemungutan liar adalah 

penyalagunaan kewenangan, faktor ekonomi manusia, lemahnya sistem 

kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan 

sebagai hasil pungutan, diantaranya mengambil harta orang lain secara batil 

merusak sistem tata kerja yang terbangun hingga berdampak merugikan 

negara dan orang lain hal ini dikatan pungutan liar dengan cara  meminta 

pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai dengan peraturan. 

 Adapun hadis menjelaskan sanksi pungutan liar dikatakan bahwa 

pelaku tindakan pungutan liar berakibat buruk bagi Masyarakat pengguna jasa 

parkir, hal ini sejalan dengan hadist lain yang mengemukakan sebagaimana 

dalam hadist berikut : 
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 حَدَّثنَاَ قتُيَْبةَُ بْنُ سَعِيدٍ قاَلَ حَدَّثنَاَ ابْنُ لهَِيعةََ عَنْ يزَِيدَ بْنِ أبَيِ حَبيِبٍ عَنْ أبَيِ الْخَيْرِ قاَلَ 

دٍ وَكَانَ أمَِيرًا عَلىَ مِصْرَ عَلىَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثاَبِتٍ أنَْ يوَُل ِيهَُ الْعشُُورَ فقَاَلَ  عَرَضَ مَسْلمََةُ بْنُ 
مُخَلَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فيِ النَّارِ  ِ صَلَّى اللََّّ  إنِ يِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

Artinya: 

“ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id 

berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Yasid bin 

Abu Habib dari Abu Al Khair berkata, Maslamah bin Mukhallad 

waktu itu dia adalah seorang Amir di Mesir menawarkan Kepada 

Ruwaifi bin Tsabit Al Anshari untuk mengurus harta Al usyur 

(sepersepuluh yang diwajibkan pada harta dagangan ) dia berkata, 

saya mendengar Rasulullah SAW berkata “Orang memungut cukai itu 

dineraka”(HR.Ahmad). 

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan 

perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik 

cara yang dilakukannya maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut 

dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang 

sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar sementara itu, sesuatu 

yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan 

pungutan liar juga dikategorikan tidak benar.
12

 Bahwa perbuatan yang 

mengandung unsur kezaliman dalam Alqur’an dikatakan bahwa pelaku dari 

perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih sebagaimana firman 

allah: 

 

 

                                                             
12

M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta Amzah, 2014), 133. 
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ىِٕكَ لهَُمْ 
ِِّۗ اوُل ٰۤ عَذاَبٌ الَِيْمٌ  انَِّمَا السَّبيِْلُ عَلىَ الَّذِيْنَ يظَْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيبَْغوُْنَ فىِ الْْرَْضِ بِغيَْرِ الْحَق   

Artinya: 

Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada 

pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas 

dibumi tanpa hak (alasan yang benar) Mereka itu mendapat siksa 

yang pedih. (Q.S. Asy-Syura Ayat 42.)13 

Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat 

dilihat dari beberapa unsur didalamnya diantaranya Tidak resmi, yakni 

ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan 

tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian dan tidak melalui kesepakatan 

bersama pemaksaan yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan pelaku-

pelaku pemungutan liar tentu akan berdampak pada berkurang harta orang 

yang dikenakan pungutan tersebut. 

Adapun tata cara pemungutan retribusi daerah menurut undang-undang 

Nomor 28 tahun 2009: 

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu 

langganan berdasarkan SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

2. Yang kurang bayar tidak membayar pada waktunya akan dikenakan 

sanksi adsministrasi 2% per bulan dengan menggunakan SKRD ( surat 

tagihan Retribusi Daerah) 

3. Peraturan Kepala Daerah yang menentukan tata cara pemungutan 

retribusi 

                                                             
13

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta, PT. 

Kumusdasworo Grafindo Semarang:2007), Q.S. Asy-Syura Ayat 42. 
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Maka sangatlah diperlukan pelayanan parkir yang baik untuk mengatur 

transformasi ditepi jalan umum kawasan pasar tengah, dengan hal ini diatur 

dalam Peraturan Daerah Rejang Lebong nomor  7 Tahun 2011 tentang 

retribusi parkir ditepi jalan umum dalam pasal 11 yang berbunyi :  

“Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan” 

Namun pada kenyataannya dilapangan masih ada saja juru parkir tidak 

resmi yang tidak mengimbangi atau mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan, dimana seharusnya juru parkir memberikan karcis kepada 

pengguna jasa parkir kepada kendaraan yang tidak berlangganan. 

Dalam Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah telah 

ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintahan pusat 

memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menentukan 

besaran tarif  Pajak Parkir tersebut jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelanggaraan tempat parkir yang dapat ditetapkan dengan 

peraturan daerah.
14

  

Dalam melaksanakan urusan kewenangan daerah kepala daerah dan 

DPRD Selaku penyelangaraan Pemerintahan daerah membuat peraturan 

daerah sebagai dasar hukum dalam menyelanggarakan otonomi daerah sesuai 

dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah tersebut 

peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas 

yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah 

                                                             
14

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 

160. 
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yang daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
15

 

Ketentuan hukum retribusi parkir penyelanggaraan retribusi parkir 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa retribusi menjadi 

pemasukan yang bermula dari usaha pemerintahan daerah yang menyediakan 

sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepentingan masyarakat pengguna 

sarana ini diwajibkan memberikan pengganti berupa uang yang menjadi 

pemasukkan kas daerah.  Berdasarkan pasal 110 ayat (1) point E, diantaranya 

macam-macam retribusi jasa umum, salah satunya adalah retribusi pelayanan 

parkir ditepi jalan diartikan sebagai penyedia layanan parkir ditepi jalan 

umum yang ditentukan pemerintahan daerah. Dalam Siyasah Syar’iyah 

didalam pengajian Ilmi Fqh, para fuqaha mentakrifkan al-syariah sebagai 

ilmu hakam yang diwahyukan oleh allah kepada para Nabi untuk dibawahkan 

kepada sekian hambaNya, hukum-hukum tersebut dinamakan syariah karena 

ia adalah suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat 

aliran air karena syariah islam menghidupkan jiwa dan akal manusia,
16

 

 Indonesia adalah Negara demokrasi harus disesuaikan secara politis 

untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan dapat berperan aktif 

dalam penyelenggaraan negara, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam pembangunan Negara, Sebab maju mundurnya sebuah negara sangat 

                                                             
15

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 8. 
16

 Yusuf Hamid al-‘Alim, al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, (Khartoum: DƗr 

al-SudƗniyyah li al-Kutub, t.t.), 19-21. 
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dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki, selain dipengaruhi oleh sistem 

pemerintahan yang diterapkan.
17

 

Didalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam 

hukum Islam yang mana permasalahan parkir ditepi jalan umum ini ada 

kaitannya dengan Q.S An-Nissa ayat 59 : 

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللَّه مَنوُْٰٓ ٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  مْ فيِْ شَيْءٍ ي 

ِ وَالْ  سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ِ وَالرَّ احَْسَنُ تأَوِْيْلً فرَُدُّوْهُ الِىَ اللَّه لِكَ خَيْرٌ وَّ خِرِِّۗ ذ  يوَْمِ الْْ   

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul  

(Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
18

 

Sistem ini merupakan pengelolaan keuangan bagi suatu negara adalah 

pengaturan sumber-sumber pemasukkan dan pendayagunaan keuangan, yang 

digunakan untuk memenuhi biaya kepentingan umum, tanpa harus 

mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu 

menjadi korban, pendapatan asli daerah haruslah diatur dengan baik dan bijak 

agar tidak menjadi keuagan pribadi, politik ekonomi islam adalah kebijakan 

hukum yang dibuat oleh pemerintahan untuk penarikkan retribusi daerah 

sebagai pendapatan asli daerah agar tidak terjadi tolak belakang antara 

masyarakat dan penerapan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. 

                                                             
17

 Muhammad Chaerul Risal. “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Jurisprudentie 5, no. 1 (2018): 74. 
18

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta, PT 

Kumusdasworo Grafindo Semarang: 2007), Q.S An-nissa Ayat 59. 
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Kawasan Pasar Tengah adalah salah satu daerah yang ada diprovinsi 

Bengkulu tepatnya dikabupaten Rejang Lebong. Kawasan ini adalah 

tempatnya para pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli,dalam 

kawasan ini terdapat beberapa kawasan titik parkir yang diatur dalam 

peraturan bupati dijalan jalan A Kuris, jalan Abdul somat, jalan merdeka 

kelurahan pasar tengah,  jalan raden hadi kelurahan pasar tengah, dan jalan 

cut nyak dien kelurahan pasar tengah jadi kawasan ini mempunyai 5 titik 

parkir. 

Berdasarkan observasi awal ini peneliti menemukan masalah semua 

titik parkir disini tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir 

berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tata cara pemungutan 

retribusi pada point 3 peraturan daerah yang menentukan tata cara 

pemungutan retribusi parkir dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 

tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pasal 11 retribusi dipungut 

menggunakan karcis, didalam peraturan ini sudah dijelaskan bahwa tarif yang 

diterapkan untuk kendaraan motor Rp. 1000 tetapi pada kenyataan dalam 

prakteknya para juru parkir memungut lebih selain itu juga semua juru parkir 

tidak memberikan karcis kepada para pemilik kendaraan yang memarkirkan 

kendaraannya didalam kawasan ini. 

Bersumber pada Syar’iyyah serta adanya pertanyaan berlandasan 

persoalan hukum yang melibatkan antara Perundang-undangan, masyarakat, 

pemerintahan, dan kewajiban maka perlu ada penelitian di Kelurahan Pasar 

Tengah Kecematan Curup Rejang Lebong, maka peneliti tertarik membuat 
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penelitian: Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah 

Syar’iyyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang 

Pelayanan Retribusi Parkir di kawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah 

Curup Kabupaten Rejang Lebong? 

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Penerapan Pelayanan 

Retribusi Parkir dikawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup 

Kabupaten Rejang Lebong? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas maka penulis membatasi 

masalah ini pada Pelayanan Retribusi Parkir Dikawasan Tepi Jalan Kelurahan 

Pasar Tengah Curup dijalan merdeka, jalan cut nyak dien, dan jalan raden 

hadi. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 ayat 

1 dan ayat 2 tentang  retribusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen 

lain yang dipersamakan, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, 

Dan pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan umum. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Dari uraian permasalahan dan batasan masalah, adapun tujuan 

penulisan skripsi ini untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 7 tahun 

2011 Pelayanan Retribusi Parkir dikawasan tepi Jalan Kelurahan Curup 

Tengah kabupaten Rejang Lebong 

2. Untuk mengatahui bagaimana tinjauan siyasah syar’iyah terhadap 

pelayanan pungutan retribusi parkir dikawasan tepi jalan kelurahan pasar 

tengah curup 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemikiran terhadap juru 

parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir,terutama kepada 

penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan  

retribusi parkir ditepi Jalan Umum  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi-referensi 

penelitian serupa terutama dalam Peraturan Daerah yang ada di 

Rejang Lebong. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis sendiri agar lebih bisa mengembangkan lagi karya ilmiah 

untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta mendalami 

untuk menambah wawasan mengenai isi penelitian skripsi ini. 
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b. Bagi umum semoga penelitian ini dapat melengkapi dan mengkaji hal-

hal yang belum tertuang dalam penelitian skripsi ini. 

 

F. Kajian Literatur 

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil 

penelitian yang membahas masalah penerapan Peraturan daerah Nomor 7 

Tahun 2011  tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan sudah ada, agar 

tidak terjadi kesalahan pemahaman dan tumpang tindih dengan penelitian 

yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis 

sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam tinjauan pustaka dalam 

bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil 

selanjutnya beberapa penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah 

Retribusi parkir ditepi jalan umum yang penulis temukan setelah melakukan 

penelusuran tinjauan pustaka , maka hasilnya antara lain : 

1. “Pengelolaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Perspektif Siyasah 

Syar’iyah“ Jurnal ini, ditulis oleh  Zavira Nurfalita. Permasalahan yang 

Dibahas dalam penelitian ini banyaknya pelanggaran perparkiran, seperti 

alih fungsi bahu jalan menjadi lahan parkir, juru parkir liar, dan 

kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Dalam konsep 

muamalah, penarikan retribusi parkir oleh juru parkir resmi dapat 

dipadankan dengan sistem penitipan (wadi’ah) yang memungkinkan 

adanya biaya penitipan, sedangkan pada penelitian ini membahas juru 

parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dan 
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pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam 

tijauan siyasah syar’iyah.
19

 

2. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan 

Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi 

Di Jalan Jendral Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung” Skripsi 

ini ditulis oleh Tiara Virginia Jasmine pada tahun 2020 skripsi ini 

membahas permasalahan tentang  peraturan Peraturan Walikota Bandar 

Lampung No. 83 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tarif parkir 

kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu 

jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk 

tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam 

pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 

perjamnya, Sedangkan pada penelitian ini  membahas juru parkir tidak 

memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dan pengguna 

jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam tijauan siyasah 

syar’iyah.
20

 

3. “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan  

Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” 

Skripsi ini ditulis oleh Selfi Merliani, Skripsi ini membahas bagaimana 

                                                             
19

Zafira Nurfalita, Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Perspektif Siyasah 

Syar’iyah  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah Vol.3 No.2, 2022). 
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Tiara Virginia Jasmine, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan 
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Parkir Ditepi Jalan Umum, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam 

menertibkan parkir liar dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah 

terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

dalam menertibkan parkir liar sedangkan pada penelitian ini membahas 

juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir 

dan pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam 

tijauan siyasah syar’iyah.
21

 

4. “Implementasi Pasal 8, Pasal 12, Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir 

Ditepi Jalan Umum” Skripsi ini, ditulis oleh Viki Oroza Sativa Pada 

Tahun 2015. Permasalahan terletak implementasi pengelohan parkir dan 

faktor-faktor mempengaruhi pengelohan parkir di peraturan yang 

dibahas, maka perbandingan terletak di permasalahan letak geografis dan 

pembahasan undang-undangnya maka berbeda pula pembahasannya.
22

 

5. ”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi 

Parkir Dalam Sistem Hukum Indonesia” Skripsi ini, ditulis oleh Siti 

Komsia Maskurung pada tahun 2021. Permasalahan terletak upaya 

pemerintah kabupaten Rejang Lebong dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi parkir dan bagaimana 

tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 14 tahun 

                                                             
21

Herlan Evan Kopioru, Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, (Jurnal Nominal Vol.III No.1, 2014). 
22

Viki Oriza Sativa, Implementasi Pasal 8 Pasal 12 Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Skripsi, 

(Universitas Negeri Gorontalo, 2015). 
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2011 tentang pajak/retribusi parkir Dikabupaten Rejang Lebong, Maka 

perbandingan terletak di permasalahan yang dibahas serta peraturan 

daerah yang berbeda.
23

 

6. ”Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi 

Kasus Pada kegiatan Parkir Dicar Free Day Kabupaten Panorogo) 

Skripsi ini, ditulis oleh Tania Dwi Safitri pada tahun 2019. Permasalahan 

ini terletak di observasi awal parkir tidak menerapkan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintahan daerah namun penulis meneliti lebih dalam lagi 

regulasi dan praktek parkir dengan prefektif siyasah maliyah maka 

perbandingan terletak didalam tinjauan berbeda.
24

 

G. Penjelasan Judul 

1. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah 

perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan 

adalah sesuatu mempraktekkan suatu teori, suatu metode, dan hal lain 

untuk mencapai suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok 

atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya. 

2. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Pelayanan Retribusi Parkir 
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Siti Komsia Maskurung, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum 

Indonesia, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021). 
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Panorogo, 2019). 



20 
 

 
 

Peraturan daerah adalah  peraturan  perundang-undangan yang 

dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama 

kepala daerah ada berbagai jenis peraturan daerah yang ditetapkan oleh 

pemerintahan daerah kabupaten kota dan provinsi antara lain retribusi 

daerah, Peraturan Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2011 menjelaskan 

tentang retribusi parkir ditepi jalan umum yang merupakan jasa umum 

dalam peraturan ini dijelaskan cara penarikkan dan tarif retribusi yang 

ditarik. 

3. Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup 

Kawasan Pasar tengah ini adalah salah satu daerah yang ada 

diprovinsi Bengkulu tepatnya Dikabupaten Rejang Lebong Kecematan 

Curup sebuah kecamatan dikabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 

Indonesia. Kecematan ini merupakan pemekaran dari kecematan curup 

berdasarkan praturan daerah Rejang Lebong nomor 5 tahun 2005 yang 

ditetapkan dan diundangkan sebagai lembaran daerah kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 4 tahun 2010. Pasar Tengah ini mempunyai 5 titik parkir 

ditepi jalan, Jalan A kuris, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Raden Hadi, Jalan 

Merdeka dan jalan Abdul Somad. 

4. Siyasah Syar’iyah 

Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah siyasah syar’iyah, 

yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”. 

Kebanyakan ulama bersepakat tentang kemestian menyelenggarakan 

siyasah berdasarkan syara’. Kesepakatan tersebut terangkum dalam 
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pernyataan Ibn alQayyim al-Jauziyah : “laa Siyasah illa maa wafaqa asy-

Syara“ Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara. Pemikiran 

politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang 

terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Di 

Madinah, tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah 

teraniaya di Mekkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit 

kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.
25

 

Fiqih siyasah adalah suatu konsep yang mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat.
26

 Fiqih 

siyasah atau siyasah al-syari’ah merupakan bagian dari ilmu fiqih. Bahasan 

ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara yang meliputi 

bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, 

warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-

hukum internasional, seperti perang damai dan traktat. Fiqih siyasah 

menghususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala 

ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. 

H. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Metodologi merupakan ilmu-ilmu cara yang digunakan untuk 

memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu 

dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji, 
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metedologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain adalah sebagai 

berikut dibawah ini : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Yuridis Empiris penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara 

langsung pada setiap pristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat yang mana dalam mengumpulkan data penulis melakukan 

survey ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan skunder yang 

langsung didapat dari informan yang dikumpukan melalui wawancara 

dan diolah menjadi bahan dalam penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah 

yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan 

dari sumber, tanpa memberikan perlakuan tambahan terhadap data yang 

diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian Kualitatif ini 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian dan juga penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini dituju kepada pengguna jasa parkir, 

pengguna jasa parkir ialah orang yang memarkirkan kendaraannya dan 

orang yang membayarkan jasa parkir, penelitian ini juga dituju kepada 
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juru parkir, yang mana juru parkir orang yang dipercayai pemerintah 

daerah yang memegang lahan untuk digunakan dalam memarkirkan 

kendaraan, adapun Dinas perhubungan yang mengelolah retribusi parkir 

dan pemerintahan yang menetapkan peraturan daerah. 

Objek pada penelitian ini yaitu Kelurahan pasar tengah, Kecematan 

curup, kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu yang mempunyai 

titik parkir dijalan merdeka, jalan Cut Nyak Dien, dan jalan Raden Hadi, 

jalan A kuris, jalan abdul somad. Lima titik parkir disini merupakan 

tempat parkir jasa umum yang mempunyai target pendapatan asli daerah 

yang cukup tinggi, ditengah masih adanya defisit anggaran tahunan di 

Kabupaten Rejang Lebong parkir mengalami kebocoran seluruh juru 

parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir berdasarkan 

pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi  

parkir ditepi jalan umum yang disebutkan bahwa retribusi dipungut 

menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan berbeda dengan 

prakteknya  

4. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian penelitian ini agar memperoleh data 

yang valid maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan (Statute approach), yang mana pendekatan ini menelusuri 

semua peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Peneliti juga memakai pendekatan konseptual dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian hukum yaitu memberikan sudut pandang 
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analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari 

aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi, atau dilihat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan 

dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan.
27

 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Informasi primer ialah informasi yang didapatkan dilapangan dan 

berhubungan langsung, data primer dari penelitian ini dikumpulkan 

dengan melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan ini. 

1). Pemerintahan Daerah Rejang Lebong  

2). Dinas Perhubungan 

3). Juru parkir ( Suardi, Usman, Azuardi madra) 

4). Masyarakat ( Pengguna Jasa Parkir) 

b. Data Skunder 

Informasi skunder ialah terdiri dari buku-buku maupun kitab-

kitab yang berhubungan dengan objek penelitian proposal ini. Data 

ini digunakan sebagai penguat atau  penunjang dari penelitian 

proposal ini. Data Tersier dari proposal ini yaitu bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang hukum-hukum primer seperti, situs 

internet, artikel surat kabar, kamus hukum. 

1) Bahan hukum primer  

a) Undang-Undang dasar 1945 
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b) Hadist dan ayat al-qur’an 

c) Peraturan daerah Rejang Lebong nomor 7 tahun 2011 

d) undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang cara 

pemungutan retribusi parkir 

2) Bahan hukum skunder  

Data bahan skunder penelitian ini, penulis menggunakan 

cara dengan bersumber dari : 

a) Buku-buku siyasah dusturiyah 

b) Skripsi HTN 

c) Journal-journal hukum 

d) Buku-buku lainnya 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder yang terdiri dari kamus, eksiklopedia dan lain 

sebagainya. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian juga mengumpulkan data dengan cara observasi , 

wawancara, dokumentasi, dan dari jurnal-jurnal tentang Peraturan Daerah 

mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum kawasan kelurahan pasar 

tengah curup rejang lebong. 

a. Observasi penelitian  



26 
 

 
 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengatahuan 

dari sebuah fenomena dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi  yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian proposal ini, metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait kurangnya 

pengawasan penegak hukum dan kurangnya penerapan Peraturan 

Daerah tentang tarif parkir. 

b. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan yaitu dimana pewawancara 

mengumpulkan informasi penelitian lapangan dengan menggunakan 

model Tanya jawab atau dialog secara verbal, adapun tujuan cara 

wawancara ini agar lebih memahami masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini, untuk informasi agar lebih mendalam maka peneliti 

melakukan wawancara kepada dinas perhubungan, pemerintahan 

daerah, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu, 

sebuah bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis dan 

penelitian, gambar, ataupun  dalam bentuk karya monumental. Dan 

menemui titik terang topik-topik yang belum terpecahkan. 

7. Teknik Analisis Data 
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Analisis data adalah Proses mengumpulkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan lainnya, sehingga 

mudah untuk dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis yang sesuai dengan data lain yang sesuai dengan isi, 

kemudian barulah diambil sebuah kesimpulan
28

. Teknik yang digunakan 

dalam menganalisa data yaitu dengan cara analisis deskriftif, yakni 

memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan 

menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik. Metode ini 

bertujuan menggambarkan secara detail tentang Peraturan Daerah tentang 

Retribusi parkir ditepi jalan umum tentang permasalahan penerapan 

besaran tariff retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 

2011 dalam konsep siyasah Dusturiyah 

Proses analisis data ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu : 

a. Reduksi data  

Mereduksi data bearti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

mempokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksikan akan memberikan data yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
29

 

b. Penyajian data  

                                                             
28
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Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk table, grafik, bagan dan sejenisnya melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
30

 

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif 

atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan 

klausa atau  interaktif, hipotesis atau teori.
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BAB II 

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Penerapan 

1. Pengertian Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian 

penerapan adalah  sesuatu perbuatan menerapkan, sedangkan menurut 

beberapa ahli Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya penerapan merupakan suatu 

tindakkan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan 

maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
31

 

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
32

Adapun penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau 

plaksanaan.
33
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Sedangkan Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan.
34

 Berbeda Wahab menurut penerapan 

merupakan tindakkan-tindakkan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan 

yang telah digariskan penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja 

yang diperolehkan melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam 

masyarakat.
35

 

Penerapan peraturan daerah juga dimaksud sebagai upaya 

mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropitan, 

kosmopitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industry inti 

pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintahan 

daerah untuk menyelanggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa. 

Kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan 

dan memajukan daerah pemerintahan daerah dalam menyelanggarakan 

urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan 

dengan pemerintahan daerah lainnya hubungan pemerintahan daerah 

tersebut bertujuan untuk menyelanggarakan apa yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang dasar 1945 dalam pembukaan alenia ke IV yaitu 
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35

Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 63. 
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“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, Mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang 

meliputi: 

1. Wewenang. 

2. Keuangan. 

3. Pelayanan umum. 

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan, pemanfaatan sumber 

daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintahan 

pusat dan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara
36

. 

B. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi 

Parkir 

1. Pengertian Peraturan Daerah 
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Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang 

lebih tinggi darajatnya,
37

 oleh karena itu materi peraturan daerah secara 

umum memuat antara lain: 

a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal 

berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah 

b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan 

demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah 

daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan 

hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga 

sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk 

mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.
38

 

Peraturan daerah merupakan hasil kerja bersama antara 

Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk 

peraturan daerah ditinjau dari beberapa unsur pemerintah tersebut, yaitu 

unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan suatu bentuk legislatif 

tingkat daerah, sebagai penunjang fungsi hak legislatif, yaitu hak 
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penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan 

peraturan daerah.
39

 

2. Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 ta|hun 2011 Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong, 

peraturan ini membahas masalah pelayanan retribusi parkir ditepi jalan 

umum, peraturan ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan 

Bupati Rejang Lebong peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 tahun 2011 

dan diundangkan di Curup pada tanggal 13 juni tahun 2011 dengan 

lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 45 Seri C 

Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan daerah dan retribusi parkir 

dilaksanakan oleh dinas perhubungan. 

 

C.  Retribusi Parkir 

1. Pengertian Retribusi Parkir 

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena 

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara 

perorangan. Berdasarkan pasal angka 64 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah 

merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi/orang, retribusi parkir  salah satu contoh retribusi 
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daerah, retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar oleh pengguna 

fasilitas kepada pemilik atau pengelolah sebagai syarat menggunakan 

fasilitas tersebut. Retribusi parkir juga sumber pendapatan asli daerah, 

retribusi daerah dimana daerah diberikan wewenangan untuk 

melaksanakan pungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah 

yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini 

digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan daerah.
40

 

Selain secara umum, retribusi juga ada pengertian menurut beberapa 

ahli, menurut kunarjo retribusi adalah pemungutan uang dan juga sebagai 

pembayaran pengunaan atau perolehan jasa pekerjaan atau usah milik 

pemerintah daerah, baik itu yang berkepentingan atau didasari oleh 

peraturan umum pemerintah daerah, adapun menurut Kaho, retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan milik daerah guna kepentingan umum baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan menurut Eugenia, 

Muljono, dan lili retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas izin jasa tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan individu atau badan. 
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Ayu Dan Luluk, “Analisis Pemungutan Biaya Parkir Ditepi Jalan Umum” ,(Universitas 
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 Adapun fungsi retribusi, fungsi utama pemungutan retribusi daerah 

yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah retribusi yang berperan 

sebagai sumber pendapatan asli daerah berfungsi sebagai anggaran guna 

membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah dan juga 

pembangunan daerah
41

. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 

retribusi terbagi menjadi tiga jenis dengan.
42

 

1) Retribusi jasa umum. 

a. Pelayanan kesehatan. 

b. Pelayanan kebersihan. 

c. Pelayanan parkir ditepi jalan umum. 

d. Pengendalian lalu lintas. 

 

2) Retribusi jasa usaha 

a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, 

dan tempat usaha lainnya. 

b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil 

hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan pelelangan. 

c. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan. 

d. Penyediaan tempat penginapan/pesengrahan/ vila. 

e. Pelayanan rumahpotong ayam ternak. 
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Website Ocbc, Https://Www.Ocbcnisp.Com/Id/Article/2022/03/11/Retribusi, Diakses Pada 

Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 18.20 Wib. 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.  
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f. Pelayanan jasa kepelabuhanan. 

g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. 

h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan diair. 

i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. 

j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu 

penyelanggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset 

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikkan. 

 

3) Retribusi perizinan tertentu 

a. Pembangunan gedung. 

b. Penggunaan tenaga kerja asing. 

c. Pengelolahan pertambangan rakyat.
43

 

Adapun tujuan retribusi parkir: 

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Meskipun jumlah retribusi parkir tidak signifikan dibandingkan 

retribusi lainnya, tetapi menjadi salah satu penyumbang yang cukup 

penting untuk meningkatkan PAD selanjutnya PAD ini digunakan untuk 

membiayai pembangunan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat lainnya. 

2. Meningkatkan Penyadiaan Layanan Pemerintah Daerah 

                                                             
43

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 

150. 



37 
 

 

Pemerintah daerah turun tangan melayani masyarakat, salah satunya 

dengan menyediakan sarana layanan retribusi parkir hal ini dilakukan 

dalam rangka meningkatkan penyediaan layanan yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk masyarakat kebijakan pemungutan dana untuk 

retribusi parkir ini pun telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

daerah hasil dari retribusi ini nanti akan digunakan untuk membangun 

sarana dan prasarana lainnya yang memang diperlukan masyarakat 

setempat. 

3. Memperkuat Otonomi Daerah 

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat 

melalui kebijakkan otonomi daerah, yaitu secara mandiri mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dalam hal ini 

pemerintahan daerah berupaya memenuhi kebutuhan sarana lahan parkir 

yang aman yang melalui retribusi parkir. 

4. Mengurangi Parkir Liar 

Kehadiran retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah 

salah satunya untuk mengurangi parir liar yang menyebabkan kemacetan 

ini kerap terjadi karena juru parkir tidak terdaftar dalam peraturan daerah 

sebab itu area yang seharusnya tidak menjadi lahan parkir resmi justru 

dijadikan parkir liar pemungutan dananya tidak masukke PAD. 

5. Mengurangi Pemungutan liar  

Pemungutan dana dari parkir liar juga termasuk kepemungutan liar 

pelakunya bisa mendapatkan sanksi dan denda untuk itu retribusi parkir 
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untuk mengurangi pungutan liar.
44

 Selain tujuan parkir adapun Ciri-ciri 

Retribusi parkir menurut Munawir yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan bersifat ekonomis. 

b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi. 

c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan 

material. 

d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak 

menonjol. 

e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari 

pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah 

untuk memenuhi pemintaan masyarakat. 

Indikator-Indikator retribusi parkir sangat berkaitan dengan besarnya 

jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan. Indikator parkir perlu 

diketahui beberapa hal yang bisa digunakan untuk acuan penerapan 

retribusi parkir.  Dalam parkir sangat berkaitan dengan besarnya jumlah 

kebutuhan parkir yang harus disediakan maka ada beberapa indikator 

antara lain sebagai berikut : 

a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. 

b. Kemampuan pelanggan. 

c. Aspek keadilan. 

d. Evektifitas pengendalian dan pelayanan. 
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2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu keuangan yang 

dimiliki oleh daerah. Pendapatan daerah berasal dari komponern seperti 

pajak daerah, retribusi daerah  seperti yang diketahui kegiatan pemerintah 

semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapasitas maupun sosial, 

sebagai konsekuensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari 

pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan 

semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah 

memerlukan penerimaan. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan 

pengelolahan keuangan dengan pendapatan asli daerah.  

Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sangat penting 

karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang 

tersedia dan dibenarkan oleh undang-undang maupun potensi yang tersedia 

dan dibenarkan oleh undang-undang maupun potensi yang dimungkinkan 

sumber daya manusia disetiap daerah.
45

 sebagaimana diatur Undang-

Undang dalam pasal 6 nomor 33 tahun 2004 yang diubah dalam Undang-

Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan 

daerah, menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

terdiri dari: 

a. Pajak daerah. 

b. Retribusi daerah. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
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d. Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Adapun hasil lain retribusi yang sah meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

b. Jasa giro. 

c. Pendapatan bunga. 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 

f. Penerimaan asas tuntutan ganti rugi daerah. 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

h. Pendapatan denda pajak. 

i. Pendapatan denda retribusi. 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 

k. Pendapatan dari pengembalian. 

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

m. Pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan. 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan oleh daerah.
46

 

Retribusi parkir ditepi jalan umum didalam kawasan kelurahan pasar 

tengah sebagai salah satu usaha daerah yang milik pemerintahan daerah 

sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang harus 

diperhatikan, yang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, 

Pasal  6. 
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2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum menjadi dasar 

hukum pelaksanaaan pemungutan retribusi pelayanan jasa pengguna  

parkir.
47

  

Adapun pelayanan ditepi jalan umum yang sudah disediakan oleh 

pemerintah dan dikelolah oleh pemerintah daerah yang sudah diatur 

sebagaimana cara penarikkannya agar tidak terjadi parkir liar 

mengakibatkan pemungutan liar dikecuali dari objek yang dimiliki atau 

dikelolah BUMN, BUMD dan pihak swasta.
48

 

Pendapatan asli daerah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah.
49

 Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bab V pasal 6, antara lain: 

1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak 

yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya 

sebagai badan hukum public. 
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Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi 

Jalan Umum , Pasal 1 
48

Ibid, Pasal 3 
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2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau 

milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh 

daerah. 

3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah 

untuk membiyai pembangunan. 

4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang 

berasal dari sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari 

pengelolahan keungan merupakan konstribusi dalam bentuk pajak 

daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD.
50

 

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir  

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek  retribusi, penentuan besarnya pemungutan 

retribusi diatur dalam peraturan daerah, dalam melakukan pembayaran 

retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir harus menggunakan surat 

ketetapan retribusi daerah (SKRD) , adapun tata cara pemungutan retribusi 

derah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 retrribusi dipungut 

menggunakan kupon atau karcis dan  kartu berlangganan tetapi peraturan 

perundang-undang ini juga menetapkan peraturan daerah yang 

menentukan tata cara pemungutan retribusi parkir, namun peraturan daerah 

Rejang Lebong juga mengatur pemungutan retribusi parkir dengan karcis 
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atau kupon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan  pasal 8 ayat 1 

perturan daerah Rejang Lebong  meyatakan : 

“Retrribusi dipungut dengan mengunakan karcis, kupon, atau 

kartu langganan atau menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan “.
51

 

 

4. Pengelolah  Keuangan  Retribusi Parkir 

Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya bersifat umum serta 

mampu mengelola, dan memberikan laporan pertanggung jawaban terkait 

pengelolahan keuangan didaerahnya masing-masing, daerah diberikan 

kewenangan didaerahnya masing-masing, daerah diberi kewenangan yang 

seluas-luasnya dengan memberikan hak dan kewajiban dalam 

menyelanggarakan otonomi daerahnya.  

Pada nomor 33 2004 mengatur pembagian kewenangan antara 

pemerintahan pusat dan daerah bahwa semua sumber keuangan yang 

melekat pada setiap urusan pemerintahan pusat diserahkan dan menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah, kewenangan yang diberikan dalam 

memungut dan mendayagunakan pajak serta retribusi daerah menjadi hak 

untuk mendapakan sumber-sumber daya nasional, dapat dijelaskan 

kembali bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah yang sudah memiliki hak dan mempertanggung 
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jawaban kewajibannya dalam mengelolah keuangan daerah baik dari pajak 

daerah, retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.
52

 

D. Jalan Umum 

1. Pengertian Jalan Umum 

Jalan  merupakan tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan 

baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor Jalan adalah prasarana 

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air. kecuali jalan kereta 

api, jalan lori, dan jalan kabel. 

Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk 

konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta 

ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau 

tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.  

Ambang  pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang 

manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. 

Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta 

pengamanan konstruksi jalan badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. 

Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar 

ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang 
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ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

Tinggi ruang bebas  bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 

5 (lima) meter. Kedalaman ruang bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling 

rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan. Ruang milik 

jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih 

menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang 

milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan 

keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang 

manfaat jalan pada masa yang akan datang. 

2. Status Jalan  

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 34 tahun 

2006 tentang Jalan maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan 

umum dikelompokkan sebagai berikut: 

1). Jalan Nasional 

  Jalan Nasional terdiri dari: 

a. Jalan arteri primer 

b. Jalan krektor primer yang menghubungkan antar ibukota provensi 

c. Jalan tol 

d. Jalan strategis nasional 

Penyelanggaraan Jalan Nasionsal merupakan kewenangan 

kementrian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat 
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Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan 

nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan 

wilayah kerjanya masing-masing.  

2). Jalan Provinsi 

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah 

Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari: 

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi 

dengan ibukota kabupaten atau kota 

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota 

kabupaten atau kota 

c. Jalan Strategis Provinsi 

d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat 

Keputusan (SK) Gubernur. 

3). Jalan Kabupaten 

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari: 

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan 

provinsi. 

b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa 
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c.  Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan 

sekunder dalam kota. 

d. Jalan strategis kabupaten. 

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat 

Keputusan (SK) Bupati. 

4).  Jalan Kota 

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam 

kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota 

ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota. 

5).  Jalan Desa 

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer 

yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan 

merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar 

permukiman di dalam desa. 

3. Kelas Jalan 

Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam 

beberapa kelas berdasarkan: 

a.  Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan 

penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. 

b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi 

kendaraan bermotor. 

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari: 
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a. Jalan Kelas I 

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui 

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran 

paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton. 

b. Jalan Kelas II 

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan 

yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu 

terberat 8 ton. 

c. Jalan Kelas III 

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan 

yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 

milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu 

terberat 8 ton. 

d.  Jalan Kelas Khusus 

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran 

panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 

milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. 
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Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan 

Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh: 

a.  Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional 

b.  Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi 

c.   Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten 

d. Pemerintah kota, untuk jalan kota. 

E.  Pela|ya|na|n 

1. Pengertia|n Pela|ya|na|n 

Pela|ya|na|n retribusi pa|rkir merupa|ka|n punguta|n a|ta|s la|ya|na|n pa|rkir 

ya|ng disedia|ka|n oleh pemerinta|h da|era|h. Terda|pa|t dua| jenis pa|rkir : 

a. Retribusi pela|ya|na|n pa|rkir ditepi ja|la|n umum ya|ng merupa|ka|n 

punguta|n a|ta|s la|ya|na|n pa|rkir da|ri pemerinta|h ditepi ja|la|n umum. 

b. Retribusi khusus tempa|t pa|rkir ya|ng merupa|ka|n la|ya|na|n tempa|t 

khusus pa|rkir ya|ng disedia|ka|n oleh pemerinta|h da|era|h.  

Menurut pera|tura|n da|era|h Reja|ng Lebong Nomor 7 Ta|hun 2011 

tenta|ng retribusi pela|ya|na|n pa|rkir Ditepi Ja|la|n Unun, Retribusi Pela|ya|na|n 

pa|rkir di Tepi Ja|la|n Umum a|da|la|h retribusi a|ta|s penyedia|a|n pela|ya|na|n 

pa|rkir ditepi ja|la|n umum ya|ng ditentuka|n oleh pemerinta|h da|era|h. 

Pela|ya|na|n pa|rkir ditepi ja|la|n umum a|da|la|h penyedia|a|n pela|ya|na|n pa|rkir 

ditepi ja|la|n umum ba|gi kenda|ra|a|n ya|ng ditentuka|n oleh pemerinta|h 

da|era|h.Ka|rena| Ja|la|n menya|ngkut kepentinga|n umum seba|ga|i tempa|t 

pa|rkir menga|cu kepa|da| ketentua|n pera|tura|n perunda|ng-unda|ng ya|ng 
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berla|ku. Denga|n na|ma| retribusi Pela|ya|na|n pa|rkir ditepi ja|la|n umum ya|ng 

ditentuka|n oleh pemerinta|h da|era|h.  

Subjek retribusi a|da|la|h ora|ng ora|ng priba|di a|ta|u ba|da|n ya|ng 

menikma|ti pela|ya|na|n pa|rkir ditepi ja|la|n umum.Wa|jib retribusi a|da|la|h 

ora|ng priba|di a|ta|u ba|da|n ya|ng memba|ya|r retribusi pela|ya|na|n pa|rkir ditepi 

ja|la|n umum.
53

  Retribusi Pa|rkir a|da|la|h bia|ya| ya|ng dipungut a|ta|s 

pemberia|n pela|ya|na|n da|n fa|silita|s tempa|t pa|rkir diba|da|n ja|la|n, ma|sa| 

retribusi a|da|la|h sua|tu ja|ngka| wa|ktu tertentu ya|ng merupa|ka|n ba|ta|s wa|ktu 

ba|gi retribusi.Kra|teristik pa|rkir berka|ita|n denga|n besa|rnya| jumla|h 

kebutuha|n pa|rkir ya|ng ha|rus disedia|ka|n meliputi ka|pa|sita|s pa|rkir, volume 

pa|rkir, a|kumula|si pa|rkir, dura|si pa|rkir, tingka|t pengguna|a|n pa|rkir, 

kebutuha|n pa|rkir, indeks pa|rkir, penga|wa|sa|n la|lu linta|s pa|da| umumnya|.
54

 

2. Kebija|ka|n pela|ksa|na|a|n pela|ya|na|n Retribusi  

Retribusi pa|rkir ditepi ja|la|n umum merupa|ka|n sa|la|h sa|tu ja|sa| umum 

ya|ng dikelola|ka|n a|ta|s da|sa|r pera|tura|n da|era|h da|n dila|ksa|na|ka|n oleh dina|s 

perhubunga|n  dipra|ktekka|n dila|pa|nga|n ya|ng titik loka|sinya| suda|h di a|tur 

da|la|m pera|tura|n bupa|ti, pentingnya| persia|pa|n penga|wa|sa|n oleh dina|s 

perhubunga|n  ya|ng tertua|ng da|la|m pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 

a|ga|r meka|nisme a|ta|u prosedur kebija|kka|n retribusi pela|ya|na|n pa|rkir 

ditepi ja|la|n umum da|pa|t diketa|hui oleh pengguna| ja|sa| pa|rkir a|ga|r 
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Pera|tura|n  Da|era|h  Nomor 7 Ta|hun 2011 Tenta|ng Retribusi Pela|ya|na|n Pa|rkir Ditepi Ja|la|n 

Umum 
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pera|tura|n da|pa|t ditera|pka|n sesua|i ya|ng diha|ra|pka|n denga|n ha|sil ya|ng 

optima|l, kura|ng nya| sosia|lisa|i da|n penga|wa|sa|n da|ri dina|s perhubunga|n 

kepa|da| juru pa|rkir da|n pengguna| ja|sa| pa|rkir sa|a|t mena|rikka|n retribusi 

pa|rkir.  

F.  Siya|sa|h Sya|r’iyya|h 

1. Pengertia|n Siya|sa|h Sya|r’iya|h 

Siya|sa|h Sya|r’iyya|h dipa|nda|ng seba|ga|i sebua|h proses ya|ng tida|k 

perna|h selesa|i, ma|ka| ia| sena|ntia|sa| terliba|t di da|la|m pergula|ta|n sosia|l da|n 

buda|ya|. Kenya|ta|a|nnya| fa|kta| seperti itu tela|h, seda|ng, da|n a|ka|n berja|la|n 

da|la|m perja|la|na|n seja|ra|h uma|t Isla|m. Meskipun demikia|n, nila|i Siya|sa|h 

Sya|r’iyya|h tida|k serta| merta| menja|di nisbi (rela|tif), ka|rena| ia| memiliki 

kemutla|ka|n. 

 Pa|ling tida|k ia| terka|it kemestia|n untuk sela|lu mewujudka|n 

kea|dila|n, ra|hma|t, kema|sla|ha|ta|n, da|n hikma|h. Pema|ha|ma|n a|ta|s tuntuta|n 

da|n dukunga|n, proses, da|n keputusa|n Siya|sa|h Sya|r’iyya|h pa|da| renta|ng 

seja|ra|h uma|t Isla|m diha|ra|pka|n da|pa|t memunculka|n pema|ha|ma|n 

mengena|i kecendrunga|n-kecendrunga|n tertentu. Denga|n pema|ha|ma|n a|ta|s 

kecenderunga|n-kecenderunga|n ta|di, geja|la| siya|sa|h sya|r’iyya|h pa|da| wa|ktu 

da|n tempa|t la|in tida|k da|pa|t ha|nya| diga|mba|rka|n, teta|pi juga| dijela|ska|n 

ba|hka|n diprediksika|n. Singka|tnya| sebua|h ha|sra|t untuk memberi da|sa|r 

da|la|m pembentuka|n teori.
55
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Siya|sa|h Sya|r’iyya|h dia|rtika|n seca|ra| sederha|na| seba|ga|i ketentua|n 

kebija|ksa|na|a|n pengurusa|n ma|sa|la|h kenega|ra|a|n ya|ng berda|sa|rka|n sya|ria|t. 

Siya|sa|h Sya|r’iyya|h dia|rtika|n seca|ra| sederha|na| seba|ga|i ketentua|n 

kebija|ksa|na|a|n pengurusa|n ma|sa|la|h kenega|ra|a|n ya|ng berda|sa|rka|n sya|ria|t. 

Ya|ng dima|ksud oleh kha|lla|f denga|n ma|sa|la|h umum uma|t Isla|m a|da|la|h 

sega|la| ha|l ya|ng membutuhka|n penga|tura|n da|n kehidupa|n mereka|, ba|ik di 

bida|ng perunda|ng-unda|nga|n, keua|nga|n da|n moneter, pera|dila|n, eksekutif, 

ma|sa|la|h da|la|m negeri a|ta|upun hubunga|n Interna|siona|l. siya|sa|h sya|r’iyya|h 

seba|ga|i hukum-hukum ya|ng menga|tur kepentinga|n nega|ra|, 

mengorga|nisa|si perma|sa|la|ha|n uma|t sesua|i denga|n jiwa| (sema|nga|t) sya|ria|t 

da|n da|sa|r-da|sa|rnya| ya|ng universa|l demi tercipta|nya| tujua|n-tujua|n 

kema|sya|ra|ka|ta|n, wa|la|upun penga|tura|n tersebut tida|k ditega|ska|n ba|ik oleh 

A|lQur’a|n ma|upun A|l-Sunna|h. 

La|in da|ri pa|da| itu Ba|ha|nsi merumuska|n ba|hwa| siya|sa|h sya|r’iyya|h 

a|da|la|h penga|tura|n kema|sla|ha|ta|n uma|t ma|nusia| sesua|i denga|n tuntuta|n 

sya|ra|’. Sementa|ra| fuqa|ha| berpenda|pa|t ba|hwa| siya|sa|h sya|r’iyya|h ia|la|h 

kewena|nga|n pengua|sa|/pemerinta|h untuk mela|kuka|n kebija|ka|n-kebija|ka|n 

politik ya|ng menga|cu kepa|da| kema|sa|la|ha|ta|n mela|lui pera|tura|n ya|ng tida|k 

bertenta|nga|n denga|n da|sa|r-da|sa|r a|ga|ma|, wa|la|upun tida|k terda|pa|t da|lil 

ya|ng khusus untuk itu.
56

 

Ilmu Siya|sa|h Sya|r’iyya|h (ilmu fiqh siya|sa|h) a|da|la|h ilmu ya|ng 

memba|ha|s tenta|ng ta|ta| ca|ra| penga|tura|n ma|sa|la|h keta|ta|nega|ra|a|n Isla|m 
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misa|lnya| ba|ga|ima|na| menga|da|ka|n perunda|ng-unda|nga|n da|n berba|ga|i 

pera|tura|n la|innya| ya|ng sesua|i denga|n prinsip-prinsip Isla|m, da|n juga| 

mengena|i pena|ta|a|n semua| persoa|la|n itu tida|k a|da| da|lil khusus ya|ng 

menga|turnya|. Da|sa|r pokok siya|sa|h sya|r’iyya|h a|da|la|h wa|hyu a|ta|u a|ga|ma|. 

Nila|i da|n norma| merupa|ka|n da|sa|r ba|gi pembentuka|n pera|tura|n ya|ng 

dibua|t oleh institusi-institusi kenega|ra|a|n ya|ng berwena|ng. Sya|ria|t a|da|la|h 

sumber pokok ba|gi kebija|ka|n pemerinta|h da|la|m menga|tur berba|ga|i 

ma|ca|m urusa|n umum da|la|m kehidupa|n berma|sya|ra|ka|t, berba|ngsa|, da|n 

bernega|ra|, sumber la|innya| ia|la|h ma|nusia| sendiri da|n lingkunga|nnya|. 

 Pera|tura|n-pera|tura|n ya|ng bersumber pa|da| lingkunga|n ma|nusia| 

sendiri, seperti pa|nda|nga|n pa|ra| a|hli, hukum a|da|t, penga|la|ma|n ma|nusia|, 

da|n wa|risa|n buda|ya|, perlu dika|itka|n a|ta|u dinila|i denga|n nila|i norma| a|ga|r 

tida|k a|da| ya|ng bertenta|nga|n denga|n kehenda|k da|n kebija|ka|n Tuha|n 

seperti diteta|pka|n da|la|m sya|ria|t-Nya|. Ja|di sumber da|ri a|ta|s ya|kni wa|hyu 

(a|ga|ma|) da|n sumber da|ri ba|wa|h ya|itu ma|nusia| sendiri serta| 

lingkunga|nnya|.
57

 

B. Ha|kika|t Siya|sa|h Sya|r’iyya|h 

Da|ri bebera|pa| defenisi ya|ng dikemuka|ka|n, ma|ka| da|pa|t ditemuka|n 

ba|hwa| ha|kika|t Siya|sa|h Sya|r’iyya|h ya|itu : 

1. Siya|sa|h Sya|r’iyya|h berhubunga|n denga|n pengurusa|n da|n 

penga|tura|n kehidupa|n ma|nusia| 
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2. Pengurusa|n da|n penga|tura|n ini dila|kuka|n oleh pemega|ng 

kekua|sa|a|n  

3. Tujua|n penga|tura|n tersebut a|da|la|h untuk mencipta|ka|n 

kema|sla|ha|ta|n da|n menola|k kemudha|ra|ta|n 

4. Penga|tura|n tersebut tida|k boleh bertenta|nga|n denga|n ruh a|ta|u 

sema|nga|t Sya|ria|t Isla|m ya|ng universa|l. 

C. Sumber Siya|sa|h Sya|r’iyya|h 

Sumber pokok siya|sa|h sya|r’iyya|h a|da|la|h A|l-Qur’a|n da|n Sunna|h. 

Kedua| sumber inila|h ya|ng menja|di a|cua|n ba|gi pemega|ng pemerinta|ha|n 

untuk mencipta|ka|n pera|tura|n-pera|tura|n perunda|ngunda|nga|n da|n 

menga|tur kehidupa|n bernega|ra|. Na|mun ka|rena| kedua| sumber tersebut 

sa|nga|t terba|ta|s ma|ka| sumber a|ta|u a|cua|n untuk mencipta|ka|n perunda|ng-

unda|nga|n juga| terda|pa|t pa|da| ma|nusia| da|n lingkunga|nnya| sendiri. 

Sumber-sumber ini da|pa|t berupa| penda|pa|t pa|ra| a|hli, yurisprudensi, a|da|t 

istia|da|t ma|sya|ra|ka|t ya|ng bersa|ngkuta|n, penga|la|ma|n da|n wa|risa|n buda|ya|.  

A|ka|n teta|pi sumber-sumber ya|ng tida|k bera|sa|l da|ri wa|hyu tersebut 

ha|rus diukur denga|n kera|ngka| wa|hyu. Ka|la|u ternya|ta| bertenta|nga|n a|ta|u 

tida|k seja|la|n denga|n sema|nga|t wa|hyu, ma|ka| kebija|ksa|na|a|n politik ya|ng 

dibua|t tersebut tida|k da|pa|t dika|ta|ka|n seba|ga|i siya|sa|h sya|r’iyya|h da|n tida|k 

boleh diikuti. Da|n seba|liknya| jika| sesua|i denga|n sema|nga|t kema|sla|ha|ta|n 

da|n jiwa| sya|ria|t ma|ka| kebija|ksa|na|a|n da|n pera|tura|n perunda|ng-unda|nga|n 

ya|ng diteta|pka|n oleh pengua|sa| tersebut wa|jib dipa|tuhi da|n diikuti. Da|ri 

segi prosedur, pembua|ta|n pera|tura|n perunda|ngunda|nga|n tersebut ha|rus 
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dila|kuka|n seca|ra| musya|wa|ra|h, seda|ngka|n da|ri segi substa|nsinya| ha|rus 

memenuhi kriteria|-kriteria| seba|ga|i berikut : 

a. Sesua|i da|n tida|k bertenta|nga|n denga|n sya|ria|t Isla|m 

b. Meleta|kka|n persa|ma|a|n keduduka|n ma|nusia| di depa|n hukum da|n 

pemerinta|ha|n  

c.  Tida|k membera|tka|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng a|ka|n mela|ksa|na|ka|nnya|  

d. Mencipta|ka|n ra|sa| kea|dila|n da|la|m ma|sya|ra|ka|t 

e. Mencipta|ka|n kema|sla|ha|ta|n da|n menola|k kemudha|ra|ta|n.
58

 

D. Nila|i-Nila|i Da|sa|r Fiqh Siya|sa|h Sya|r’iyya|h 

Berkena|a|n denga|n kehidupa|n bernega|ra|, A|l-Qur’a|n da|la|m ba|ta|s-

ba|ta|s tertentu, tida|k memberika|n pengecua|lia|n. A|l-Qur’a|n ha|nya| 

mema|ktubka|n ta|ta| nila|i da|n demikia|n pula| a|l-Sunna|h.  

1. Da|sa|r A|l-Qur’a|n a|l-Ka|rim 

a. Kemestia|n mewujudka|n persa|tua|n da|n kesa|tua|n uma|t 

b. Kemestia|n bermusya|wa|ra|h da|la|m menyelesa|ika|n da|n 

menyelengga|ra|ka|n ma|sa|la|h ya|ng bersifa|t ijtiha|diya|h. A|lqur’a|n 

mengisya|ra|tka|n ba|hwa| uma|t isla|m terka|it keha|rusa|n untuk 

menga|ta|si persoa|la|n tenta|ng urusa|n ekonomi, politik, sosia|l, 

buda|ya| da|n seba|ga|inya|.  

c. Kemestia|n menuna|ika|n a|ma|na|t da|n meneta|pka|n hukum seca|ra| 

a|dil  

d. Kemestia|n mena|a|ti a|lla|h da|n ra|sululla|h, da|n uli a|l-a|mr 

(pemega|ng kekua|sa|a|n)  

e. Kemestia|n menda|ma|ika|n konflik a|nta|r kelompok da|la|m 

ma|sya|ra|ka|t isla|m  

                                                             
58

Muha|mma|d Iqba|l, Fiqh Siya|sa|h Kontekstua|lisa|si Doktrin Politik Isla|m, 2007. 6-7 



56 
 

 

f. Kemestia|n memperta|ha|nka|n keda|ula|ta|n nega|ra|, da|n la|ra|nga|n 

mela|kuka|n a|gresi da|n inva|si. 

g.  Kemestia|n mementingka|n perda|ma|ia|n da|ri pa|da| permusuha|n 

h.  Kemestia|n meningka|tka|n kewa|spa|da|a|n da|la|m bida|ng 

perta|ha|na|n da|n kea|ma|na|n  

i. Keha|rusa|n menepa|ti ja|nji 

j. Keha|rusa|n menguta|ma|ka|n perda|ma|ia|n ba|ngsa|-ba|ngsa| 

k. Kemestia|n pereda|ra|n ha|rta| pa|da| seluruh la|pisa|n ma|sya|ra|ka|t  

l. Keha|rusa|n mengikuti prinsip-prinsip pela|ksa|na|a|n hukum, da|la|m 

ha|l ini : 

 - Menyedikitka|n beba|n  

- Bera|ngsur-a|ngsur 

 - Tida|k menyulitka|n  

m. Keha|rusa|n mela|ksa|na|ka|n hukum seca|ra| luwes 

2. Da|sa|r da|ri A|l-Sunna|h 

a|.  Keha|rusa|n menga|ngka|t pemimpin  

b.  Kemestia|n pemimpin berta|nggung ja|wa|b a|ta|s kepemimpina|nnya| 

c. Kemestia|n menja|dika|n kecinta|a|n da|la|m persa|uda|ra|a|n seba|ga|i 

da|sa|r hubunga|n a|nta|ra| pemimpi 

d. Kemestia|n pemimpin berfungsi seba|ga|i perisa|i, tida|k ha|nya| 

berfungsi seba|ga|i a|la|t untuk menyera|ng, teta|pi juga| berfungsi 

seba|ga|i a|la|t untuk berlindunga|n  

e. Kemestia|n pemimpin untuk berla|ku a|dil da|n denga|n itu 

kemulia|a|nnya| tida|k ha|nya| dihorma|ti ma|nusia| da|la|m kehidupa|n 

dunia|, teta|pi juga| dihorma|ti a|lla|h da|la|m kehidupa|n a|khira|t 

3. Da|sa|r da|ri penda|pa|t ula|ma|  
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Seba|gia|n besa|r ula|ma| sepa|ka|t mengena|i kemestia|n 

menyelengga|ra|ka|n siya|sa|h. Mereka| pun sependa|pa|t tenta|ng keha|rusa|n 

menyelengga|ra|ka|n siya|sa|h berda|sa|rka|n sya|ra|’. Da|la|m ba|nya|k ka|sus 

pela|ksa|na|a|n Siya|sa|h Sya|r’iyya|h lebih ba|nya|k bersa|nda|r a|ta|u sesua|i 

denga|n da|lil-da|lil sya|ra|’ ya|ng bersifa|t kulliya|h a|ta|u tersira|t seca|ra| 

ma|fhum. Denga|n da|lil-da|lil seupa| itu, fiqh Siya|sa|h Sya|r’iyya|h da|pa|t 

diselengga|ra|ka|n pa|da| tempa|t da|n wa|ktu ya|ng berbeda| denga|n wa|ktu da|n 

pela|ksa|na|a|n fiqh siya|sa|h sya|r’iyya|h ya|ng perta|ma| ka|li. Denga|n ka|ta| la|in, 

ma|ka| universa|lita|s nila|i siya|sa|h sya|r’iyya|h terbuhul jika| ia| ma|mpu 

melepa|ska|n diri da|ri ta|rika|n historis da|n sosiologis, da|n pa|da| sa|a|t ya|ng 

sa|ma|, ia| ma|mpu menya|ntuni beba|n da|n tuntuta|n ya|ng muncul la|nta|ra|n 

perbeda|a|n tempa|t da|n wa|ktu.
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BA|B III 

GA|MBA|RA|N UMUM OBJEK PENELITIA|N 

A. Seja|ra|h Singka|t  Reja|ng Lebong 

1. Reja|ng Lebong da|n Pa|sa|r Tenga|h 

Suku  Reja|ng merupa|ka|n sa|la|h sa|tu ba|ngsa| tertua| di Suma|tera|, suku 

reja|ng mendomina|si wila|ya|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong, Ka|bupa|ten 

Ka|pa|hia|ng, Ka|bupa|ten Bengkulu Tenga|h, Ka|bupa|ten Bengkulu Uta|ra| da|n 

Ka|bupa|ten Lebong, suku ba|ngsa| ini dika|tegorika|n Mela|yu Proto. 

 Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong sebua|h ka|bupa|ten ya|ng a|da| di provinsi 

Bengkulu, Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong ini mempunya|i lua|s 

wila|ya|h1.515,76km
2 

da|n popula|si sekita|r 257.498 jiwa| (2022). Curup Ibu 

kota|nya| ya|ng bera|da| pa|da| ketinggia|n 600-700 mdpl. 

 Ka|bupa|ten ini terleta|k di Ulu musi,  sua|tu lemba|h ditenga|h 

ra|ngka|ia|n bukit ba|risa|n da|n berja|ra|k 85 km da|ri Kota| Bengkulu ya|ng 

merupa|ka|n ibu kota| provinsi. Penduduk a|sli terdiri da|ri 2 suku uta|ma| 

ya|itu Suku Reja|ng da|n Mela|yu. Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong ini terseba|r 

keda|la|m 15 wila|ya|h keca|ma|ta|n, ya|itu Keca|ma|ta|n Curup, Curup Uta|ra|, 

Curup Timur, Curup Sela|ta|n, Curup Tenga|h, Berma|ni Ulu, Berma|ni Ulu 

Ra|ya|, Selupu Reja|ng, Suku Lemba|k mendia|mi ta|na|h ba|wa|h ya|itu 

Keca|ma|ta|n Pa|da|ng Ula|k Ta|nding, Binduria|ng, Sinda|ng Da|ta|ra|n, Sinda|ng 

Beliti Ulu, Sinda|ng Beliti Ilir, da|n Sinda|ng kelingi.
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 Wila|ya|h terlua|s di
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Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong ini terleta|k di Pa|da|ng Ula|k Ta|nding 

sebesa|r 21.796 hekta|r seda|ngka|n wila|ya|h terkecil a|da|la|h Keca|ma|ta|n 

Curup Tenga|h denga|n lua|s wila|ya|h sebesa|r 342 ha|. 

2. Leta|k Geogra|fis 

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong terleta|k disebela|h ba|ra|t pegununga|n 

Bukit Ba|risa|n denga|n ba|ta|s-ba|ta|s wila|ya|h seba|ga|i berikut:
60

 

a. Sebela|h Uta|ra| berba|ta|sa|n denga|n Ka|bupa|ten Lebong. 

b. Sebela|h Sela|ta|n berba|ta|sa|n denga|n Kecema|ta|n Uja|n Ma|s 

Ka|bupa|ten Kepa|hia|ng. 

c. Sebela|h Ba|ra|t Bengkulu Uta|ra| da|n Bengkulu Tenga|h. 

d. Sebela|h Timur Ka|bupa|ten Musi Ra|wa|s Da|n Lubuklingga|u. 

3. Topogra|pi 

Topogra|fi Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong merupa|ka|n da|era|h ya|ng 

berbukit-bukit denga|n ketinggia|n 100 hingga| 1000m dia|ta|s permuka|a|n 

la|ut dima|na| untuk ketinggia|n 100 meter dia|ta|s permuka|a|n la|ut selua|s 

2.225 ha|, 100-500m dia|ta|s permuka|a|n la|ut selua|s 48.324ha|, ketinggia|n 

500-1.000m selua|s 64.345ha| da|n pa|da| ketinggia|n 1.0000m kea|ta|s selua|s 

36.657ha|.
61

 

4. Suku Ba|ngsa| 

Penduduk Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong ma|yorita|s suku reja|ng ya|ng 

jumla|hnya| menca|pa|i 43% disusul suku ja|wa| ya|ng merupa|ka|n penda|ta|ng 

denga|n jumla|h sekita|r 35,2%  Suku pribumi sela|in suku Reja|ng  a|da|la|h 
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suku Mela|yu Lemba|k. Suku-suku ya|ng a|da| da|n tela|h meneta|p seca|ra| 

turun-temurun di Reja|ng Lebong ya|itu seba|ga|i berikut:
62

 

a. Mela|yu Ka|ur 

Suku ka|ur da|ting da|ri sudut tengga|ra| provinsi Bengkulu.Suku Ka|ur da|ta|ng 

ke Reja|ng Lebong untuk menga|du na|sib. 

b. Mela|yu  Musi 

Suku Musi ya|ng da|ta|ng da|ri Suma|tera| Sela|ta|n keba|nya|kka|n da|ta|ng a|ta|s 

kema|ua|n menuntu  ilmu da|n bela|ja|r. 

c. Mela|yu Pa|lemba|ng 

Ora|ng Pa|lemba|ng dikota| Curup suda|h sa|nga|t ba|nya|k da|n mereka| bersa|ma| 

suku Ja|wa| suda|h menja|di ka|um penda|ta|ng terbesa|r di Reja|ng Lebong. 

d. Ma|dura| 

Suku Ma|dura| da|ta|ng a|ta|s a|la|sa|n keingina|n kua|t untuk berta|ni da|n 

berda|ga|ng  

e. Sunda|  

Suku Sunda| ba|nya|k mendia|mi perkota|a|n da|n wila|ya|h tra|nsmigra|si Ta|la|ng 

Benih 

f.  Mela|yu Sera|wa|i  

Suku Mela|yu Sera|wa|i ba|nya|k menja|di peta|ni di da|ta|ra|n tinggi da|n 

peda|la|ma|n.Suku Sera|wa|i da|ta|ng da|ri ba|gia|n la|in di sela|ta|n provinsi 

Bengkulu. 

g.  Mela|yu besema|h  

Suku Mela|yu Besema|h a|da|la|h penduduk a|sli provinsi Suma|tra| 

Sela|ta|n.Sa|a|t ini, suku Besema|h keba|nya|k berdia|m di Curup Tenga|h. 

h. Penda|ta|ng Mela|yu  

Suku Mela|yu di Reja|ng Lebong bera|sa|l da|ri keturuna|n ya|ng berbeda|-

beda|. A|da| ya|ng a|sa|lnya| da|ri Ba|ngka|, Deli, Kepri, Ria|u, Ja|mbi ba|hka|n 

Pontia|na|k, Ma|la|ysia|, da|n Sa|mba|s.  
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i. Suku Mina|ng  

Suku Mina|ng ma|yorita|s berda|ga|ng da|n hidup di da|era|h perkota|a|n. 

j.  A|mbon  

A|da| bebera|pa| kelua|rga| A|mbon ya|ng tingga|l di Reja|ng Lebong a|ta|s da|sa|r 

tuga|s seba|ga|i misiona|ris ke peda|la|ma|n. 

k. Suku Ba|ta|k  

Suku Ba|ta|k ya|ng a|da| sa|a|t ini suda|h cukup ba|nya|k popula|sinya| da|n tela|h 

bermukim tiga| a|ta|u dua| genera|si.Ba|nya|k ora|ng Ba|ta|k ya|ng menika|h 

denga|n suku Reja|ng da|n suku Lemba|k.Suku Ba|ta|k juga| ba|nya|k ya|ng 

bermukim di da|era|h peda|la|ma|n di ka|bupa|ten Ra|ja|ng Lebong. 

l.  La|mpung  

Suku La|mpung da|ta|ng keba|nya|ka|n seba|ga|i pengusa|ha|. 

m. Keturuna|n India|  

ba|nya|k mendia|mi perkota|a|n da|n wila|ya|h Ka|mpung Ja|wa|, Curup. 

Keba|nya|ka|n ora|ng-ora|ng India| disini a|da|la|h ora|ng-ora|ng genera|si ke lima| 

a|ta|u ke empa|t. Ora|ng India| Curup memeluk a|ga|ma| Isla|m Sunni. 

n.  Tionghoa|  

Tionghoa| pa|da| umumnya| berprofesi di bida|ng perda|ga|nga|n da|n berdia|m 

wila|ya|h Pa|sa|r Tenga|h.Keba|nya|ka|n bera|ga|ma| Ka|tolik, Protesta|n, da|n 

Buddha|. 

o.  Mina|ha|sa|  

Sa|ma| ha|lnya| denga|n suku A|mbon, ora|ng Mina|ha|sa|/Ma|na|do da|ta|ng ke 

Reja|ng Lebong a|ta|s a|la|sa|n tuga|s seba|ga|i misiona|ris ke da|era|h-da|era|h. 

p. Ba|li  

Ora|ng Ba|li tingga|l di ka|mpung-ka|mpung Ba|li, ma|yorita|s bera|ga|ma| Hindu 

na|mun ba|nya|k pula| ya|ng bera|ga|ma| Isla|m.Pura| a|ga|ma| Hindu a|da| di 

keca|ma|ta|n Sinda|ng Kelingi. 

q.  Suku Kerinci  

Mela|yu kerinci a|ta|u ma|sya|ra|ka|t setempa|t menyebutnya| seba|ga|i ora|ng 

kinca|i,merupa|ka|n suku penda|ta|ng da|ri kerinci ya|ng bera|da| diwila|ya|h 
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propinsi ja|mbi, umumnya| mereka| peta|ni, da|n ta|k sedikit ya|ng sukses di 

pemerinta|ha|n. 

B. Profil Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h Curup 

1. Leta|k Geogra|fis 

Ba|ta|s wila|ya|h kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h: 

a| Ba|ta|s Uta|ra| Ja|la|n Ba|ru 

b Ba|ta|s Sela|ta|n Kelura|ha|n Pa|sa|r 

Tenga|h 

c Ba|ta|s Timur  Kelura|ha|n Kepa|la| 

Siring 

d Ba|ta|s Ba|ra|t Kelura|ha|n Pa|sa|r 

Tenga|h 

Ja|ra|k Kelura|ha|n Da|ri Ibu Kota| 

a. Kecema|ta|n 1km. 

b. Ka|bupa|ten 3km. 

c. Provinsi 85km. 

2. Tuga|s Pokok Lura|h  

a|. Pela|ksa|na|a|n Kegia|ta|n Pemerinta|ha|n da|n Kelura|ha|n. 

b. Pemberda|ya|a|n ma|sya|ra|ka|t. 

c. Pela|ya|na|n Ma|sya|ra|ka|t. 

d. Penyela|ngga|ra|a|n Ketentra|ma|n da|n ketertiba|n umum. 



63 
 

 
 

e. Pemeliha|ra|a|n da|n pra|sa|ra|na| da|n fa|silita|s pela|ya|na|n umum. 

f. Pembina|a|n Lemba|ga| Kema|sya|ra|ka|ta|n. 

3. Struktur Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

a|. La|ila| Kesuma| Sa|ri, S.sos seba|ga|i lura|h. 

b. Neli Okta|vina|ti, SE seba|ga|i sekreta|ris lura|h. 

c. A|slida| Seba|ga|i Ka|si Pemerinta|h . 

d. Heri Effria|ni Seba|ga|i Ka|sih Pemba|nguna|n. 

e. Leniwa|ti, SE.MM Seba|ga|i Kesra|h. 

4. Penduduk Menurut Pendidika|n 

Pendidika|n Jumla|h Drop out 

TK 34  

SD 202 19 

SLTP 83 22 

SLTA| 23 11 

PT 105 4 

 

Pa|sa|r tenga|h merupa|ka|n kelura|ha|n ya|ng terleta|k di kecema|ta|n curup 

ya|ng merupa|ka|n sa|la|h sa|tu keca|ma|ta|n ya|ng terleta|k di ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong.
63

 Pa|sa|r Tenga|h memiliki loka|si pa|rkir ya|ng merupa|ka|n ja|sa| umum 
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ya|ng suda|h dia|tur da|la|m pera|tuta|n bupa|ti a|da|pun titik titik pa|rkir 

dikelura|ha|n ini ya|itu : 

a. Ja|la|n A|. Kuris Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h. 

b. Ja|la|n Cut Nya|k Dien Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h. 

c. Ja|la|n Ra|den Ha|di Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h. 

d. Ja|la|n Merdeka| Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h. 

e. Ja|la|n H Soma|d Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h. 
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 BA|B IV 

PEMBA|HA |SA|N DA|N A|NA|LISIS 

 

A. Penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Pela|ya|na|n Retribusi 

Pa|rkir Dika|wa|sa|n Ditepi Ja|la|n Umum Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h Curup 

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

Penelitia|n ini dila|kuka|n pa|da| ka|wa|sa|n tepi ja|la|n Kelura|ha|n Pa|sa|r 

Tenga|h Curup Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Provinsi Bengkulu. Da|la|m 

penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Pela|ya|na|n Retribusi 

Pa|rkir Dika|wa|sa|n Tepi Ja|la|n Umum Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h Curup 

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong. Denga|n menga|mbil responden seba|nya|k sepuluh 

ora|ng ya|ng terba|gi da|la|m dua| ora|ng da|ri pemerinta|h da|era|h, sa|tu ora|ng dina|s 

perhubunga|n da|n sa|tu ora|ng pemerinta|h da|era|h Reja|ng Lebong, tiga| ora|ng 

da|ri juru pa|rkirkelura|ha|n  pa|sa|r tenga|h, da|n lima| ora|ng da|ri ma|sya|ra|ka|t a|ta|u 

pengguna| ja|sa| pa|rkir. Wa|wa|nca|ra| Ditunjukka|n Kepa|da| Bebera|pa| Dina|s 

terka|it seca|ra| la|ngsung, seperti pemerinta|h da|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng bera|da| 

da|la|m rua|ng lingkup ka|wa|sa|n kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h curup a|ga|r 

menda|pa|tka|n da|ta| ya|ng bena|r da|n a|kura|t. 

A|da|pun penelitia|n ya|ng dila|kuka|n oleh peneliti di Ka|wa|sa|n Kelura|ha|n 

Pa|sa|r Tenga|h Curup sesua|i denga|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 

Tenta|ng Pela|ya|na|n Retribusi Pa|rkir Di Ka|wa|sa|n Tepi Ja|la|n Kelura|ha|n Pa|sa|r 

Tenga|h Curup, a|da|pun titik loka|si pa|rkir Ja|la|n merdeka|, Ja|la|n Ra|den Ha|di, 
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Ja|la|n A| kuris Ja|la|n Cut Nya|k Dien Da|n Ja|la|n H Soma|d, Ketiga| titik loka|si 

pa|rkir ini merupa|ka|n penda|pa|ta|n a|sli da|era|h da|ri retribusi pa|rkir ditepi ja|la|n 

umum.  

 Loka|si  pa|rkir ditepi ja|la|n umum seba|ga|ima|na| terca|ntum da|la|m 

pera|tura|n bupa|ti Reja|ng Lebong Da|la|m  la|mpira|n keputusa|n bupa|ti Reja|ng 

Lebong Nomor 180.869. XII Ta|hun 2019 a|da| bebera|pa| loka|si pa|rkir ditepi 

ja|la|n umum dika|bupa|ten Reja|ng Lebong: 

1. Ja|la|n Jendra|l A|. Ya|ni Kelura|ha|n ka|mpung ja|wa|-Kelura|ha|n 

suka|ra|ja| 

2. Ja|la|n KH. Ha|syim A|zha|ri Kelura|ha|n Ka|mpung Ja|wa|-Kelura|ha|n 

Suka|ra|ja| 

3. Ja|la|n A|de Irma| Surya|ni Kelura|ha|n Ta|la|ng Rimbo Ba|ru-Kelura|ha|n 

Siderejo 

4. Ja|la|n Dipenorogo Pa|sa|r A|ta|s Kelura|ha|n Ka|mpung Ja|wa|-Kelura|ha|n 

Siderejo 

5. Ja|la|n Sa|la|k Ta|la|ng Rimbo Ba|ru-Kelura|ha|n Siderejo 

6. Ja|la|n Letjend Soepra|pto Kelura|ha|n Ta|la|ng Rimbo La|ma|-Kelura|ha|n 

Ta|la|ng Rimbo Ba|ru 

7. Ja|la|n Ka|rtini Kelura|ha|n Pa|sa|r Ba|ru 

8. Ja|la|n A|. Kuris Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

9. Ja|la|n Cut Nya|k Dien Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

10.  Ja|la|n Ra|den Ha|di Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

11. Ja|la|n merdeka| Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h  

12. Pa|sa|r De Kelura|ha|n Pa|sa|r Ba|ru 

13. Ja|la|n DI Pa|ndja|ita|n Kelura|ha|n Ta|la|ng Benih 

14. Ja|la|n Dr A|K.Ga|ni Ja|la|n Ra|ya| Curup-M. A|ma|n 

15.  Ja|la|n Ma|y Sa|lim Ba|tu Ba|ra|/Ja|la|n Ba|ru Curup 

16. Ja|la|n H soma|d Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

17.  Ja|la|n M Ha|sa|n Kelura|ha|n Kepa|la| Sieing 

18. Ja|la|n Za|ina|l A|bidin Kelura|ha|n Kepa|la| Siring 

19. Ja|la|n MH. Tha|mrin Kelura|ha|n A|ir Ra|mba|i 

20.  Ja|la|n Jendra|l Sudirma|n Kelura|ha|n A|ir Putih La|ma|-Kelura|ha|n A|ir 

Putih Ba|ru 

21. Ja|la|n Letkol Iska|nda|r/Pa|sa|r Ka|get Kelura|ha|n A|ir Putih La|ma| 

22. Ja|la|n S Sukowa|ti Kelura|ha|n A|ir Putih La|ma|-Kelura|ha|n Ta|la|ng 

Rimbo La|ma| 

23. Ja|la|n Sa|ntoso Kelura|ha|n Dwi Tungga|l 

24. Ja|la|n Ba|suki Ra|hma|t Ba|zuki Kelura|ha|n Dwi Tungga|l 
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25. Ja|la|n Nusirwa|n Kelura|ha|n A|di Rejo 

26. Sepura|ta|n La|pa|nga|n Setia| Nega|ra|  

Berda|sa|rka|n Titik loka|si dia|ta|s Kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h memiliki 

pa|ling ba|nya|k lima| titik pa|rkir na|mun da|ri ha|sil penlitia|n a|da| dua| titik ya|ng 

belum dija|la|nka|n  da|n  tida|k a|da| ya|ng mema|rkirka|n  kenda|ra|a|nnya| 

dika|rena|ka|n sepi ya|itu di titik ja|la|n A| Kuris da|n Ja|la|n H soma|d. 

Berda|sa|rka|n da|ta| ya|ng peneliti da|pa|tka|n da|ri ha|sil penelitia|n 

menemuka|n penyeba|b belum berja|la|n denga|n ba|iknya| da|la|m penera|pa|n 

Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong, denga|n 

kenda|la| seba|ga|i berikut ya|itu: 

1. Penega|kka|n Hukum Pela|ngga|ra|n Ya|ng Belum Dila|ksa|na|ka|n Denga|n 

Ba|ik 

a. Belum a|da|nya| sa|nksi tega|s ya|ng membua|t efek jera| kepa|da| juru pa|rkir 

Ha|l ini menja|di sa|la|h sa|tu fa|ktor penyeba|b terja|dinya| proses 

pengha|mba|t Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 ha|l ini suda|h 

dihimba|uka|n oleh dina|s perhubunga|n da|la|m ketera|nga|n ba|pa|k Hendrik 

Gustia|wa|n: 

“Piha|k dina|s perhubunga|n suda|h menghimba|uka|n 

kepa|da| juru pa|rkir ba|hwa| ha|rus memberika|n ka|rcis kepa|da| 

penguna| ja|sa| pa|rkir sa|a|t ka|rcis tersedia|, na|mun juru pa|rkir 

menga|ba|ika|n ha|l ini dika|rena|ka|n  terla|mba|tnya| da|la|m 

menyedia|ka|n stok ka|rcis sehingga| terja|dinya| pemunguta|n ya|ng 

tida|k sesua|i denga|n ya|ng ditera|pka|n teta|pi ha|l ini dima|nfa|a|tka|n 

oleh juru pa|rkir, da|n ka|mi suda|h menghimba|uka|n juga| kepa|da| 

pengguna| ja|sa| pa|rkir ba|hwa| ja|nga|n memba|ya|r sa|a|t tida|k 

diberika|n ka|rcis teta|pi ha|l ini dia|ba|ika|n oleh piha|k pengguna| 

ja|sa| pa|rkir” 
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Ba|hwa| da|la|m ketera|nga|n Hendrik Gustia|wa|n da|pa|t disimpulka|n 

tida|k a|da| sa|nksi ya|ng membera|tka|n piha|k juru pa|rkir sehingga| oknum-

oknum juru pa|rkir menga|ngga|p ini menja|di ha|l bia|sa| da|n ha|l ini tida|k 

terja|di ha|nya| seka|li na|mun ha|l ini terus-menerus terja|di da|n piha|k juru 

pa|rkir cuma| menda|pa|tka|n tegura|n, teta|pi da|la|m Pera|tura|n Da|era|h 

Nomor 7 Ta|hun 2011 da|la|m ketentua|n pida|na|nya|  

“Wa|jib retribusi ya|ng tida|k mela|ksa|na|ka|n 

kewa|jiba|nnya| seba|ga|ima|na| dia|tur da|la|m pera|tura|n da|era|h ini 

sehingga| merugika|n keua|nga|n Da|era|h, dia|nca|m pida|na| 

kurunga|n pa|ling la|ma| 3 bula|n a|ta|u denda| pa|ling ba|nya|k 3 ka|li 

jumla|h retribusi ya|ng tida|k a|ta|u kura|ng ba|ya|r” 

Teta|pi ha|l ya|ng berbeda| ditemuka|n peneliti di la|pa|nga|n ya|ng di 

ungka|pka|n oleh Ba|pa|k Sua|rdi Juru Pa|rkir di a|rea| Pa|sa|r Tenga|h ba|hwa| 

penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Tenta|ng Retribusi Pa|rkir 

belum berja|la|n denga|n ba|iknya| pera|tura|n ini, ka|rena| kenda|la| dila|pa|nga|n 

ka|da|ng ha|l di da|pa|tka|n wa|la|upun kondisinya| ra|ma|i ya|ng mengguna|ka|n ja|sa| 

pa|rkirnya| seba|ga|i berikut da|la|m ketera|nga|nnya| : 

“Sa|ya| Suda|h menga|ta|hui pera|tura|n da|era|h ini seja|k sa|ya| 

menja|di Juru Pa|rkir disini, sela|ma| sa|ya| disini sa|ya| menyetujui 

pera|tura|n da|era|h ini teta|pi pera|tura|n da|era|h ini suda|h berja|la|n 10 

ta|hun lebih ma|ka|, sa|ya| terpa|ksa| menga|mbil Ta|rif Retribusi tida|k 

sesua|i denga|n Kebija|ksa|na|a|n Pemerinta|h. Sa|ya| disini buka|n tida|k 

a|ma|na|h da|la|m menja|la|nka|n tuga|s sa|ya| teta|pi denga|n ta|rget 

penda|pa|ta|n a|sli da|era|h ya|ng terla|lu tinggi da|la|m setia|p ha|rinya| 

sa|ya| ha|rus mempunya|i setora|n 180.000 ribu perha|ri diwila|ya|h titik 

pa|rkira|n sa|ya|, Titik pa|rkira|n sa|ya| bisa| dika|ta|ka|n pa|ling ra|ma|i 

diba|ndingka|n denga|n titik pa|rkir ya|ng la|in ya|ng a|da| di Kelura|ha|n 

Pa|sa|r Tenga|h Curup na|mun ketika| pa|rkira|n sepi sa|ya| terpa|ksa| 

menombokka|n denga|n ua|ng priba|di”
64
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Na|mun ha|l ya|ng berbeda| di ungka|pka|n oleh juru pa|rkir la|innya| ya|ng 

mempunya|i titik pa|rkir di tepi Ja|la|n Ra|den Ha|di Denga|n ba|pa|k Usma|n 

Menurut penda|pa|t ba|pa|k Usma|n Penera|pa|n di Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h 

Curup: 

“sa|ya| tida|k menga|ta|hui a|da|nya| pera|tura|n da|era|h nomor 7 

ta|hun 2011.  na|mun  sa|ya| ha|nya| memberika|n ka|rcis a|ta|u ua|ng pa|rkir 

kepa|da| mobil bok. ka|rena|  piha|k da|ri dina|s perhubunga|n 

memberika|n media| pemunguta|n berupa| ka|rcis untuk motor da|n mobil 

denga|n jumla|h ya|ng terba|ta|s. sela|ma| sa|ya| menja|di juru pa|rkir disini 

sa|ya| tida|k perna|h mendenga|r ka|la|u a|da|nya| pera|tura|n tersebut 

ka|rena| tida|k perna|h disosia|lisa|sika|n”
65

 

Sela|njutnya| juga| penutura|n Ba|pa|k A|zua|rdi Ma|dra| Juru pa|rkir di tepi 

ja|la|n, Ja|la|n Cut nya|k dien tenta|ng oknum ya|ng tida|k mempunya|i sura|t tuga|s 

na|mun membuka| la|ha|n pa|rkir da|n memba|gi ha|sil denga|n juru pa|rkir la|in 

ya|ng punya| sura|t tuga|s berikut ya|ng ungka|p oleh Ba|pa|k A|zua|rdi : 

“Sa|ya| Mengeta|hui A|da|nya| Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 

2011 pera|tura|n ini suda|h seja|k la|ma|, Sa|ya| sering ka|li menda|ta|ngi 

ka|ntor dina|s perhubunga|n untuk pera|tura|n ini dija|la|nka|n denga|n 

ba|ik da|n tida|k tera|ja|di seperti Juru pa|rkir ya|ng Tida|k mempunya|i 

Sura|t Perinta|h Tuga|s menga|mbil a|rea| da|n memba|gi dua| ha|sil 

denga|n ya|ng mempunya|i sura|t perinta|h tuga|s ha|l ini bisa| menja|di 

punguta|n lia|r da|n menya|la|h guna|ka|n kewena|nga|n, jika| pera|tura|n 

ini  ditega|ska|n oleh pemerinta|h untuk penera|pa|n ya|ng optima|l 

Justru lebih ba|ik seperti ya|ng dika|ta|ka|n sa|ya|, ha|mpir seluruh 

pa|rkir disini tida|k mempunya|i sura|t perinta|h tuga|s seba|iknya| ha|rus 

dihimba|uka|n la|gi a|ga|r ba|nya|k pengguna| ja|sa| pa|rkir 

menga|ta|huinya| ha|l ini juga| diseba|bka|n kura|ng ta|unya| pengguna| 

ja|sa| pa|rkir da|la|m pera|tura|n ini”
66

. 

Berda|sa|rka|n infoma|si ya|ng dida|pa|t ka|n peneliti da|ri ha|sil ketera|nga|n 

wa|wa|nca|ra| ba|hwa| pera|tura|n ini perlu a|da|nya| peruba|ha|n denga|n renda|hnya| 
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nomina|l ya|ng dita|rik da|n tida|k a|da| ha|l ya|ng menega|ska|n da|ri piha|k 

pemerinta|ha|n sehingga| terja|di tida|k efektif berja|la|nnya| Pera|tura|n Da|era|h 

Nomor 7 Ta|hun 2011. Na|mun ha|l ini menja|di sa|la|h sa|tu tujua|n retribusi 

pa|rkir untuk meningka|tka|n penyedia|a|n la|ya|na|n pemerinta|h serta| 

memperkua|t otonomi da|era|h terka|it tujua|n peningka|ta|n  PA|D sesua|i denga|n 

Unda|ng-Unda|ng Nomor 28 Ta|hun 2009 tenta|ng  pa|ja|k da|era|h da|n retribusi 

da|era|h. 

 pemerinta|ha|n da|era|h diberika|n kewena|nga|n dia|nta|ra|nya| mela|kuka|n 

pemunguta|n pa|ja|k pa|rkir da|n Retribusi Pela|ya|na|n Retribusi Pa|rkir Ditepi 

Ja|la|n Umum denga|n ta|rif retribusi ja|sa| umum diteta|pka|n denga|n 

memperha|tika|n bia|ya| penyedia|a|n ja|sa| ya|ng bersa|ngkuta|n, kema|mpua|n 

ma|sya|ra|ka|t, a|spek kea|dila|n da|n efektifita|s pengenda|lia|n a|ta|s pela|ya|na|n ja|sa| 

ya|ng disedia|ka|n, ta|rif retribusi ya|ng diguna|ka|n setia|p da|era|h a|ka|n berbeda| 

terga|ntung kebija|ksa|na|a|n ya|ng berla|ku dida|era|h tersebut da|n ditua|ngka|n 

da|la|m pera|tura|n da|era|h. 

b. Tida|k berja|la|nnya| penega|kka|n hukum oleh pemerinta|ha|n da|era|h  

A|da|pun sa|la|h sa|tu fa|ktor pengha|mba|t pela|ya|na|n ya|ng efektif ya|itu 

penega|kka|n hukum ya|ng kura|ng ba|ik,  ya|ng dima|ksud penega|kka|n hukum 

kura|ng ba|ik ka|rena| kela|la|ia|n da|ri piha|k pemerinta|h, tentu pemerinta|h  perlu 

a|da|nya| penga|wa|sa|n lebih rutin a|ga|r terja|la|nnya| pera|tura|n da|era|h tersebut 

denga|n ba|ik,  sebelum penera|pa|n denga|n ba|ik tentu la|h ha|rus tega|snya| dina|s 

terka|it da|la|m kegia|ta|n  pa|rkira|n tersebut a|ga|r da|pa|t terla|ksa|na|ka|n, a|pa|bila| 

pera|tura|n perunda|ng-unda|nga|n suda|h ba|ik, ma|ka| a|ka|n menimbulka|n efek 
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pa|da| sistem penega|kka|n hukum.  A|tura|n ya|ng suda|h ba|ik teta|pi jika| kura|ng 

didukung oleh penega|k hukum ma|ka| cukup sulit untuk meningka|tka|n 

kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t da|n juru pa|rkir, da|la|m ha|l ini pemerinta|h da|era|h ya|itu 

Dina|s Perhubunga|n Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong mempunya|i kewa|jiba|n ta|ta| 

kelola| da|n mela|kuka|n penga|wa|sa|n terha|da|p pengelola|h pa|rkir dika|wa|sa|n 

kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h curup, untuk menga|ta|hui seja|uh ma|na| pera|na|n 

pemerinta|h da|era|h da|la|m mena|nga|ni a|da|nya| pela|ngga|ra|n pa|rkir ya|ng tida|k 

sesua|i denga|n penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Tenta|ng 

Pela|ya|na|n Retribusi Pa|rkir Ditepi Ja|la|n Umum ma|ka| peneliti mela|kuka|n 

wa|wa|nca|ra| kepa|da| Ziko Erla|ngga| ya|ng dida|la|m ketera|nga|nnya|:  

 “Da|la|m penera|pa|n pera|tura|n da|era|h Nomor 7 ta|hun 2011 

Belum bisa| dika|ta|ka|n efektif ka|rena| ha|l ini menga|la|mi Ba|nya|k 

Kebocora|n-Kebocora|n PA|D da|ri Retribusi pa|rkir ya|ng terja|di  

dila|pa|nga|n, teta|pi seca|ra| produk hukum suda|h dika|ta|ka|n Efektif  

ka|rena| pera|tura|nnya| suda|h a|da| da|n suda|h disedia|ka|n ka|rcis untuk 

pemunguta|n a|ga|r menghinda|ri  BPK teta|pi kenda|la|nya| ba|nya|k di 

la|pa|nga|n ba|ik itu pemungut terka|da|ng pemungutnya| tida|k efektif 

da|la|m menga|mbil retribusi, A|ga|r pera|tura|n da|era|h ini bisa| 

berja|la|n denga|n efektif  ma|ka| pera|tura|n ini ha|rus diperba|rui da|n 

dikelua|rka|n pera|tura|n da|era|h terba|runya| jika| pera|tura|n da|era|h ini 

ditera|pka|n seca|ra| efektif ma|ka| ta|rget penda|pa|ta|n sesua|i ya|ng 

diha|ra|pka|n da|n tida|k menga|la|mi kebocora|n la|gi da|n terhinda|r da|ri 

BPK”.
67

 

Da|pa|t disimpulka|n da|la|m ketera|nga|n Ziko Erla|ngga| ba|hwa| perlu 

upa|ya| untuk mencega|h kebocora|n PA|D da|ri sektor perpa|rkira|n ha|l ini perlu 

a|da|nya| fokus perha|tia|n pemerinta|ha|n Reja|ng Lebong denga|n mela|lui Dina|s 

Perhubunga|n, untuk ha|l ini perlu mema|ksima|lka|n penga|wa|sa|n rutin ke titik-

titik pa|rkir di ka|wa|sa|n kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h untuk mencega|h keboca|ra|n 
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PA|D, teruta|ma| untuk mencega|hnya| pa|rkir lia|r, na|mun Ziko Erla|ngga| juga| 

menya|mpa|ika|n ba|hwa| da|la|m ketera|nga|nnya|: 

“Sering menga|la|mi tida|k terca|pa|inya| terget ya|ng diteta|pka|n 

diseba|bka|n minimnya| perha|tia|n da|n kura|ngnya| penga|wa|sa|n, 

sebena|rnya| ha|l ini perlu ditingka|tka|n la|gi penga|wa|sa|n rutin a|ga|r 

tida|k menga|la|mi kebocora|n la|gi da|n tida|k terja|di la|gi oknum pa|rkir 

lia|r a|ga|r bisa| meningka|tka|n PA|D” 

Na|mun ha|l di ka|ta|ka|n oleh Hendrik Gustia|wa|n Dina|s Perhubunga|n 

belia|u menga|ta|ka|n ba|hwa| pera|tura|n da|era|h bisa| berja|la|n seca|ra| optima|l 

ka|rena| tida|k a|da| ketentua|n da|la|m penyetora|n ha|sil da|ri ja|sa| pa|rkir ini berikut 

ketera|nga|nnya| :  

 “Ya| Da|la|m penera|pa|n pera|tura|n da|era|h sebena|rnya| bisa| di 

ka|ta|ka|n efektif  a|pa|bila| mereka| bisa| mema|ha|mi isi perda|nya|. 

ka|rena|  tida|k mema|ksa| da|la|m besa|ra|n penyetora|n setia|p ha|rinya| 

da|n tida|k tertentu terka|da|ng tempa|t sepi da|n tempa|t ra|ma|i teta|pi 

pera|tura|n ini suda|h dirumuska|n da|n suda|h dihimba|uka|n setia|p 

setenga|h ta|hun seka|li kepa|da| juru pa|rkir ”
68

 

Na|mun Ba|pa|k Hendrik Gustia|wa|n Juga| menya|mpa|ika|n da|la|m 

ketera|nga|nnya| da|la|m berikut: 

“Ketika| media| pela|ya|na|n berupa| Ka|rcis pa|rkir ha|bis ka|mi da|ri 

piha|k dina|s perhubunga|n tida|k membera|tka|n sa|a|t tida|k 

memberika|n ka|rcis ka|rena| ka|rcis ha|bis da|n terka|da|ng belum sa|ma| 

seka|li diceta|k” 

Da|ri Ha|sil Wa|wa|nca|ra| da|pa|t disimpulka|n ba|hwa| Da|ri Pemerinta|h 

Da|era|h La|nda|sa|n  pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 suda|h tepa|t da|ri 

pera|tura|n da|era|h nya| da|n pera|tura|n bupa|tinya| suda|h lengka|p da|n a|da| teta|pi 

perlu a|da|nya| penga|wa|sa|n ya|ng lebih a|ga|r tida|k terja|di ma|sa|la|h dila|pa|nga|n. 

Na|mun, da|la|m penera|pa|n pa|sa|l 8 da|n pa|sa|l 11 pera|tura|n da|era|h  ini belum 
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ditera|pka|n denga|n ba|ik, ka|rena| di ha|mba|t da|ri pemerinta|ha|n dina|s 

perhubunga|n ka|rena| kela|la|ia|n sa|a|t keha|bisa|n ka|rcis da|n pela|ngga|ra|n ya|ng 

sering terja|di suda|h dia|ngga|p bia|sa| sa|ja|,  ma|ka| ha|l ini menja|di penyeba|b 

belum ditera|pka|n denga|n ba|ik da|la|m  proses penera|pa|n pera|tura|n da|era|h 

nomor 7 ta|hun 2011. 

2. Kura|ngnya| Sa|ra|na| da|n Pra|sa|ra|na| 

Tentu sa|ja| da|la|m penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 

juga| perlu sa|ra|na|, teta|pi da|la|m penera|pa|n ini ka|rena| kura|ngnya| sa|ra|na| 

da|la|m pela|ya|na|n retribisi pa|rkir juga| menja|di sa|la|h sa|tu fa|ktor 

pengha|mba|t da|la|m proses sua|tu penera|pa|n ya|ng efektif ha|l ini dibuktika|n 

oleh Hendri Gustia|wa|n da|la|m ketera|nga|nnya|: 

“Tida|k menja|di ma|sa|la|h ba|gi ka|mi jika| oknum juru pa|rkir 

tida|k memberika|n ka|rcis pa|rkir kepa|da| pengguna| ja|sa| pa|rkir 

ka|rena| ka|mi sering terla|mba|t da|la|m memproses media| ka|rcis 

da|la|m pena|rikka|n retribusi pa|rkir, teta|pi ka|mi juga| mela|kuka|n 

penga|wa|sa|n sa|a|t ka|rcis pa|rkir la|gi ha|bis” 

 

Teta|pi pengguna| ja|sa| pa|rkir juga| mema|mpa|rka|n ketera|nga|n ya|ng 

ditera|ngka|nnya| A|sna|wi: 

“Ka|mi sering mema|rkirka|n kenda|ra|a|nnya| disini teta|pi ka|mi 

belum menda|pa|tka|n ka|rcis ka|rena| disini ba|nya|k juru pa|rkir ya|ng 

mema|ksa| meminta| 3000 2000 teta|pi ka|mi ka|sih ka|rena| setia|p 

dita|nya| ka|rcis sela|lu ha|bis itula|h terka|da|ng ka|mi juga| ma|lu 

mena|ya|ka|n terus menerus, ma|sa| iya| pa|rkir sela|lu keha|bisa|n ka|rcis 

da|n tida|k a|da| da|na| da|ri pemerinta|ha|n da|la|m pembua|ta|n ka|rcis 

seda|ngka|n pa|rkir sa|la|h sa|tu penyumba|ng PA|D ya|ng tinggi 

penca|pa|ia|nnya|”
69
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A|da|pun ha|sil wa|wa|nca|ra| denga|n Ba|pa|k Ira|wa|n da|la|m ketera|nga|nnya| 

ba|hwa| ma|sih ba|nya|k juru pa|rkir ya|ng tida|k memberika|n media| ka|rcis pa|rkir 

seba|ga|i pela|ya|na|n pena|rikka|n retribusi resmi da|n tida|k mempunya|i rompi 

ya|ng sering di pa|ka|i juru pa|rkir berikut ya|ng di ka|ta|ka|n Ba|pa|k Ira|wa|n : 

“sa|ya| suda|h menga|ta|hui pera|tura|n ini, Ma|sih sa|nga|t kura|ng 

sa|ra|na| da|n pra|sa|ra|na| da|la|m perpa|rkira|n dima|na| ka|mi seba|ga|i 

pengguna| retribusi pa|rkir tida|k diberika|n ka|rcis da|n ma|sih a|da| juru 

pa|rkir tida|k mengguna|ka|n rompi pa|rkir”
70

 

 

Da|ri sini da|pa|t kita| simpulka|n kura|ngnya| sa|ra|na| seperti media| ka|rcis 

da|la|m pela|ya|na|n retribusi pa|rkir da|n sulit untuk membeda|ka|nnya| pa|rkir 

resmi da|n tida|k resmi.  juga| pra|sa|ra|na| da|la|m pela|ksa|na|a|n juga| kura|ng da|ri 

oknum juru pa|rkir ya|ng menja|la|nka|n tuga|s mereka| di titik loka|si ma|sing 

ma|sing ma|ka| ha|l ini menja|di sa|la|h sa|tu belum ditera|pka|n denga|n ba|iknya|, 

penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 Tenta|ng Pela|ya|na|n 

Retribusi Pa|rkir ditepi ja|la|n umum Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h Curup. 

3. Sika|p Tida|k Pedulinya| Ma|sya|ra|ka|t Da|n Tida|k Ma|u Mema|ha|mi 

Pera|tura|n Ya|ng A|da| 

Pentingnya| kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t da|la|m memba|ntu proses penera|pa|n 

pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 ma|ka| perlunya| himba|ua|n ya|ng lebih 

tega|s kepa|da| ma|sya|ra|ka|t ya|ng mengguna|ka|n ja|sa| pa|rkir, a|ga|r piha|k Dina|s 

Perhubunga|n lebih mempermuda|ha|ka|n pela|ksa|na|a|n da|la|m upa|ya| 

menja|la|nka|n pela|ya|na|n retribusi pa|rkir da|la|m penelitia|n ini juga| menga|mbil 
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responden da|ri ma|sya|ra|ka|t untuk mengua|tka|n da|ta| ya|ng di da|pa|t ma|ka| 

peneliti menga|mbil bebera|pa| responden da|ri ma|sya|ra|ka|t seba|ga|i berikut : 

Bebera|pa| penutura|n  da|ri Ibu Erni  seba|ga|i ma|sya|ra|ka|t ya|ng sering 

mema|kirka|n kenda|ra|a|nnya| di a|rea| pa|sa|r tenga|h berikut ketera|nga|nnya| : 

“Sa|ya| tida|k menga|ta|hui pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 

da|n sa|ya| berpikir ka|la|u pa|rkir motor diberika|n ka|rcis seribu rupia|h 

sa|ya| pikir ba|hwa| da|la|m pengguna|a|n ja|sa| pa|rkir tida|k ditentuka|n 

pemba|ya|ra|nnya|. Beba|s ja|di kita| ha|nya| memberika|n ua|ng ka|da|ng 2 

ribu rupia|h ka|rena| terda|pa|t seba|gia|n juru pa|rkir tida|k juga| 

memberi ta|hu seperti kita| memberika|n ua|ng 2 ribu ya| ga|k di 

kemba|lika|n”
71

 

Sa|ma| ha|l ya|ng di sa|mpa|ika|n oleh Ba|pa|k Riko tenta|ng ha|ra|pa|n 

ba|ga|ima|na| Perda| Nomor 7 Ta|hun 2011 ini : 

“Sa|ya| ta|hu tenta|ng perda| tersebut sa|ya| berha|ra|p sa|ja| 

pera|tura|n da|era|h ini, berja|la|n denga|n sesua|i denga|n ya|ng 

diha|ra|pka|n bia|r tida|k terja|di perma|sa|la|ha|n dila|pa|nga|n seperti 

mema|ksa| da|la|m pena|rikka|n retribusi denga|n ta|rif ya|ng tida|k sesua|i 

denga|n pera|tura|n,”
72

 

Kemudia|n Peneliti juga| mela|kuka|n wa|wa|nca|ra| kepa|da| pengguna| ja|sa| 

pa|rkir terha|da|p A|sna|wi Pengguna| ja|sa| Pa|rkir da|la|m ketera|nga|nnya| : 

 “Sa|ya| tida|k ta|hu sebena|rnya| ta|rif pa|rkir bera|pa| sa|ya| sering 

diminta| 3.000 rupia|h ja|di sa|ya| ba|ru ta|hu seka|ra|ng ba|hwa| pa|rkir 

ha|rus diwa|jibka|n memberika|n ka|rcis kepa|da| sa|ya| seba|ga|i 

pengguna| ja|sa| pa|rkir”
73

 

Ha|l ya|ng mengejutka|n di unga|ka|pka|n oleh ibu lena| ba|hwa| tida|k perna|h 

kebera|ta|n bera|pa|pun ta|rif pa|rkir ya|ng di berika|n : 
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Ha|sil Wa|wa|nca|ra| Denga|n Ibu  Erni (Pengguna| Ja|sa| Pa|rkir), Pa|da| Ha|ri Juma|t Ta|ngga|l 14 

Juli 2023, Pukul 10.00 Wib. 
72

Ha|sil Wa|wa|nca|ra| Denga|n Ba|pa|k  Riko (Pengguna| Ja|sa| Pa|rkir), Pa|da| Ha|ri  Sa|ptu  Ta|ngga|l 

15 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib. 
73

Ha|sil Wa|wa|nca|ra| Denga|n Ba|pa|k  A|sna|wi (Pengguna| Ja|sa| Pa|rkir), Pa|da| Ha|ri Sa|ptu 

Ta|ngga|l 15 Juli 2023, Pukul 11.20 Wib. 
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“Sa|ya| tida|k memperdulika|n a|da|nya| pera|tura|n da|era|h sa|ya| tida|k 

perna|h dibera|tka|n untuk memba|ya|r ta|rif pa|rkir da|n sa|ya| juga| tida|k 

perna|h meminta|kka|n ka|rcis kepa|da| juru pa|rkir “
74

 

Da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| ma|sya|ra|ka|t tenta|ng ba|ga|ima|na| restribusi pa|rkir 

di pa|sa|r tenga|h, ba|nya|k seba|gia|n da|ri ma|sya|ka|t tida|k mengeta|hui sistem 

restribusi pa|rkirnya| ba|hka|n ma|sya|ka|ra|t juga| tida|k ba|nya|k mengeta|hui 

bera|pa| ta|rif ya|ng sebena|rnya|, pa|rkir tersebut bera|pa| besa|ra|n ta|rif da|ri 

kenda|ra|a|n roda| dua| da|n empa|t. Ba|hka|n ma|sya|ra|ka|t berpikir ba|hwa| pa|rkir 

ha|nya| seba|ga|i la|da|ng ba|gi ora|ng ya|ng ingin menda|pa|t pengha|sila|n, ja|di 

da|pa|t disimpulka|n da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| ya|ng tela|h dila|kuka|n kepa|da| 

informa|n pemerinta|h da|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng bera|da| da|la|m rua|ng lingkup 

ka|wa|sa|n kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h curup ya|ng terka|it mengena|i penera|pa|n 

Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 tenta|ng pela|ya|na|n retribusi pa|rkir 

ditepi ja|la|n umum mengena|i ta|rif pa|rkir da|n ka|rcis pa|rkir ya|ng ma|na| suda|h 

a|da| la|nda|sa|n da|n seba|ga|ima|na| suda|h diketa|hui da|n seba|gia|n belum 

ditera|pka|n da|n tida|k terla|ksa|na|ka|n ja|di ha|l ini menja|di sa|la|h sa|tu penyeba|b 

tida|k efektifnya| da|la|m penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011. 

A|da|pun da|la|m pela|ksa|na|a|n pela|ya|na|n retribusi pa|rkir mema|ng 

meliba|tka|n pemerinta|ha|n da|era|h da|n koordina|tor perpa|rkira|n, na|mun 

peneliti mempunya|i pa|nda|nga|n  ba|hwa| pena|rikka|n retribusi pa|rkir suda|h 

dihimba|uka|n oleh piha|k dina|s perhubunga|n ha|nya| sa|ja| kura|ngnya| kesa|da|ra|n 

pengguna| ja|sa| pa|rkir da|n terja|di kenda|la| kesa|la|ha|n juru pa|rkir ya|ng 

mema|sa|ng ta|rif da|n pena|rikka|n tida|k sesua|i denga|n pera|tura|n tersebut. 

                                                             
74

Ha|sil Wa|wa|nca|ra| Denga|n Ibu Lena| (Pengguna| Ja|sa| Pa|rkir), Pa|da| Ha|ri Juma|t Ta|ngga|l 14 

Juli 2023, Pa|da| Pukul 16.00. 
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Retribusi pa|rkir merupa|ka|n penda|pa|ta|n da|era|h dima|na| penda|pa|ta|n itu 

merupa|ka|n da|ri ja|sa| ya|ng dimiliki oleh da|era|h Reja|ng Lebong, da|ri 

pela|ksa|na|a|n Penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h nomor 7 Ta|hun 2011 Kelura|ha|n 

Pa|sa|r Tenga|h Curup ha|rus sesua|i denga|n Pera|tura|n Da|era|h ya|ng a|da|. 

Da|pa|t di simpulka|n da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| da|ri ma|sya|ra|ka|t ba|nya|k 

ma|syra|ka|t ya|ng belum ta|hu a|ka|n pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 da|n 

a|da| juga| ya|ng tida|k mengeta|hui a|da|nya| perda| tersebut. Na|mun, ba|nya|k da|ri 

ma|sya|ra|ka|t tida|k terla|lu peduli denga|n ta|rif pa|rkir ya|ng ka|da|ng tida|k sesua|i 

denga|n pera|tura|nda|era|h nomor 7 ta|hun 2011. Da|la|m Proses penera|pa|n 

pera|tura|n da|era|h ya|ng belum efektif a|da| pengha|mba|tnya|, Untuk mengeta|hui 

fa|ktor pengha|mba|t belum efektifnya| penera|pa|n pera|tura|n da|era|h nomor 7 

ta|hun 2011 Reja|ng Lebong tersebut seba|ba|ga|i berikut: 

1. Juru pa|rkir tida|k a|da| efek jera| da|la|m mela|kuka|n pena|rikka|n retribusi   

pa|rkir da|n tida|k a|da| tegura|n tega|s kepa|da| Juru pa|rkir sehingga| kesa|la|ha|n 

dila|pa|nga| terula|ng terja|di terus menerus-menerus 

2. Kemudia|n kura|ngnya| sa|ra|na| da|n pra|sa|ra|na| da|ri dina|s terka|it seperti 

kela|la|ia|n memba|gika|n ka|rcis sa|a|t ha|bis sehingga| tida|k a|da| pembeda| 

a|nta|ra| pa|rkir resmi da|n tida|k resmi  

3. Ba|nya|k Pengguna| ja|sa| pa|rkir belum menga|ta|hui a|da|nya| Pera|tura|n Da|era|h 

Nomor 7 Ta|hun 2011 ka|rena| kura|ngnya| sosia|lisa|si da|ri pemerinta|h da|n 

sosia|lisa|si itu a|da| teta|pi kura|ng dipertega|s ka|n  
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4. Ba|nya|k pengguna| ja|sa| pa|rkir ya|ng Menga|ta|hui Pera|tura|n Da|era|h Nomor 

7 Ta|hun 2011 teta|pi Kura|ngnya| kepedulia|n pengguna| ja|sa| pa|rkir terha|da|p 

Pena|rikka|n retribusi pa|rkir  

Da|ri ha|sil penelitia|n terja|dinya| perma|sa|la|ha|n pa|da| penera|pa|n 

Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 kura|ngnya| sosia|lisa|si pemerinta|h 

terha|da|p ma|sya|ra|ka|t pengguna| ja|sa| pa|rkir da|n kura|ngnya| perha|tia|n 

pengguna| ja|sa| pa|rkir terha|da|p pena|rikka|n retribusi sehingga|n PA|D 

menga|la|mi kebocora|n, seba|iknya| ha|l ini perlu di tingka|tka|n la|gi da|la|m 

penera|pa|n retribusi pa|rkir jika| pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 

ditera|pka|n denga|n ba|ik ma|ka| a|ka|n meningka|tka|nya| penda|pa|ta|n a|sli da|era|h 

da|n ya|ng dita|rgetka|n menca|pa|i tujua|n  perlunya| himba|ua|n da|n penga|wa|sa|n 

rutin da|ri piha|k  pemerinta|h a|ga|r tida|k terja|di kela|la|ia|n ka|rena| setia|p 

setenga|h ta|hun ka|la|u diliha|t da|ri perma|sa|la|h dila|pa|nga|n itu ma|sih kura|ng 

da|la|m penga|wa|sa|n ja|di da|pa|t disimpulka|n ba|hwa| penera|pa|n pera|tura|n 

da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 tenta|ng pela|ya|na|n retribusi pa|rkir di tepi ja|la|n 

umum kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h curup ka|bupa|ten Reja|ng Lebong belum 

ditera|pka|n da|n dija|la|nka|n denga|n denga|n ba|ik. 
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B. Tinja|ua|n Siya|sa|h Sya|r’iya|h Terha|da|p Penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h 

Nomor 7 Ta|hun 2011 Tenta|ng Penera|pa|n Pela|ya|na|n Retribusi Pa|rkir 

Ditepi Ja|la|n Umum Kelura|ha|n Pa|sa|r Tenga|h Curup Reja|ng Lebong 

Berda|sa|rka|n  Siya|sa|h Sya|riyya|h  ilmu ya|ng memba|ha|s tenta|ng ta|ta| 

ca|ra| penga|tura|n ma|sa|la|h keta|ta|nega|ra|a|n Isla|m misa|lnya| ba|ga|ima|na| 

menga|da|ka|n perunda|ng-unda|nga|n da|n berba|ga|i pera|tura|n la|innya| ya|ng 

sesua|i denga|n prinsip-prinsip Isla|m, da|n juga| mengena|i pena|ta|a|n semua| 

persoa|la|n itu tida|k a|da| da|lil khusus ya|ng menga|turnya|. Da|sa|r pokok 

Siya|sa|h Sya|r’iyya|h a|da|la|h wa|hyu  a|ta|u a|ga|ma|. Nila|i da|n norma| 

merupa|ka|n da|sa|r ba|gi pembentuka|n pera|tura|n ya|ng dibua|t oleh institusi-

institusi kenega|ra|a|n ya|ng berwena|ng. Sya|ria|t a|da|la|h sumber pokok ba|gi 

kebija|ka|n pemerinta|h da|la|m menga|tur berba|ga|i ma|ca|m urusa|n umum 

da|la|m kehidupa|n  berma|sya|ra|ka|t, berba|ngsa|, da|n  bernega|ra|, sumber 

la|innya| ia|la|h ma|nusia| sendiri da|n lingkunga|nnya|. 

A|da|pun Penda|pa|ta|n A|sli Da|era|h da|pa|t bera|sa|l da|ri 4 (empa|t) 

sumber, ya|itu pa|ja|k da|era|h, retribusi da|era|h, penda|pa|ta|n da|ri pengelola|a|n 

keka|ya|a|n  da|era|h tersendiri, da|n penda|pa|ta|n la|in-la|in. Dia|nta|ra| keempa|t 

sumber tersebut, kompensa|si loka|l sa|nga|t penting untuk menunjukka|n 

kema|mpua|n pemerinta|h da|la|m memberika|n pela|ya|na|n ya|ng berkua|lita|s 

guna| meningka|tka|n kegia|ta|n ekonomi ma|sya|ra|ka|t. Retribusi da|era|h 

memberika|n  pera|na|n a|ta|u kontribusinya| terha|da|p peningka|ta|n 

Penda|pa|ta|n A|sli Da|era|h, sa|la|h sa|tunya| a|da|la|h retribusi pa|rkir di tepi ja|la|n 

umum. Retribusi pa|rkir dipungut da|ri pengguna|a|n fa|silita|s publik berupa| 
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ba|hu ja|la|n umum ya|ng disedia|ka|n oleh pemerinta|h da|era|h seba|ga|i tempa|t 

pa|rkir, juru pa|rkir wa|jib memberika|n ka|rcis pa|rkir kepa|da| setia|p 

pengguna| tempa|t pa|rkir seba|ga|i bukti a|da|nya| pena|rika|n retribusi ya|ng sa|h 

da|n a|ka|n berkontribusi terha|da|p Penda|pa|ta|n A|sli Da|era|h. Perma|sa|la|ha|n 

ya|ng kemudia|n terja|di dila|pa|nga|n a|da|la|h keba|nya|ka|n juru pa|rkir tida|k 

memberika|n ka|rcis pa|rkir denga|n berba|ga|i a|sa|la|n, pa|da|ha|l ka|rcis pa|rkir 

berfungsi untuk mengontrol jumla|h kenda|ra|a|n ya|ng mengguna|ka|n tepi 

ja|la|n umum seba|ga|i la|ha|n pa|rkir da|n besa|ra|n retribusi ya|ng ha|rus 

disetorka|n oleh juru pa|rkir kepa|da| Dina|s Perhubunga|n. 

A|da|pun da|la|m kepemimpina|n isla|m ma|sa| kepemimpina|n uma|r juga| 

ma|ndirika|n ka|ntor perbenda|ra|a|n da|n keua|nga|n Nega|ra| (ba|it-a|lma|l) ya|ng 

perma|nen, membua|t ma|ta| ua|ng da|n meneta|pka|n ta|hun hijria|h seba|ga|i 

pena|nga|na|n isla|m. 

Pema|nfa|a|ta|n ha|rta| nega|ra| da|la|m isla|m diteta|pka|n berda|sa|rka|n 

ena|m ka|ida|h:
75

 

1. Pengelua|ra|n untuk keperlua|n khusus , ya|itu ha|rta| za|ka|t. 

ya|itu ha|rta| ya|ng dikelua|rka|n berda|sa|rka|n a|da| a|ta|u tida|knya| ha|rta| 

tersebut da|la|m Ba|itul -ma|l 

2. Pengelua|ra|n untuk menutupi kekura|nga|n a|ta|u untuk mela|ksa|na|ka|n 

kewa|jiba|n jiha|d. 

3. Pengelua|ra|n rutin untuk ga|ji pega|wa|i 

4. Pengelua|ra|n untuk kema|sla|ha|ta|n umum ya|ng mendesa|k 
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 Suma|di, a|nd Muha|ma|d To’in Pa|ra|digma| KonsepnTeori da|n Pra|krek Ba|itul ma|l da|la|m 

Persfektif EkonomiIsla|m ( Ba|ndung:A|lfa|beta|,2016),331 
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5. Pengelua|ra|n untuk kema|sla|ha|ta|n umum ya|ng kebera|da|a|nya| dia|ngga|p 

vita|l 

6. Pengelua|ra|n untuk keperla|n da|rura|t. 

7. Semua| sumber ya|ng berhubunga|n keua|nga|n nega|ra| a|ka|n dihimpun ke 

da|la|m ka|s nega|ra| (Ba|itul-ma|l), Ba|itul-ma|l berfungsi seba|ga|i guda|ng 

pengumpula|n penda|pa|ta|n da|n bela|nja| Nega|ra|, seba|ga|ima|na| dija|la|nka|n 

da|la|m pemerinta|ha|n Isla|m, ha|rusla|h mempertimba|ngka|n kebutuha|n da|n 

nega|ra|. Ba|itul-Ma|l  a|da|la|h sebua|h lemba|ga| ya|ng memiliki fungsi 

mengelola|h ha|rta| uma|t, Terbentuknya| lemba|ga| ini diguna|ka|n untuk 

menga|tur ha|rta| uma|t.  

Ba|itul -ma|l da|la|m peha|ma|nnya| tela|h dipra|ktekka|n da|la|m seja|ra|h 

isla|m seja|k za|ma|n Ra|sululla|h da|n diteruska|n pa|da| ke kha|lifa|ha|n 

sesuda|hnya| ya|itu ma|sa| A|bu Ba|ka|r, Usma|n bin Kha|ta|b, Utsma|n  bin 

A|ffa|n, A|li Bin A|bi Tha|lib, da|n  kha|lifa|h-kha|lifa|h berikutnya| hingga| 

keha|ncura|n kha|lifa|h Turki ta|hun 1924. Pengelola|ha|n keua|nga|n pa|da| 

za|ma|n Uma|r Bin A|bdul A|ziz berbeda| denga|n ma|sa| kha|lifa|h sebelumnya|, 

kebija|ka|n pengelola|ha|n keua|nga|n pa|da| ma|sa| kha|lifa|h ini diba|gi a|ta|s dua| 

ba|gia|n ya|itu kebija|ka|n ya|ng berhubunga|n denga|n pema|suka|n da|n 

kebija|ka|n ya|ng berhubunga|n denga|n pengelua|ra|n a|ta|u a|loka|si Ba|itul Ma|l 

Pa|da| Ma|sa| pemerinta|ha|n Uma|r Bin Kha|ta|b merupa|ka|n ma|sa| 

keseja|tera|a|n  ra|kya|t. Perlua|sa|n da|era|h mena|rik devisa| ya|ng ba|nya|k 

seka|li, ba|ik da|ri  ra|mpa|sa|n  pera|ng ma|upun pa|ja|k ya|ng diba|ya|rka|n oleh 

nega|ra|-nega|ra| ya|ng ditundukka|n. Uma|r Bin Kha|ta|b mema|nfa|a|tka|n 
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keua|nga|n nega|ra| tersebut untuk keseja|htera|a|n ra|kya|t. Untuk itu, Uma|r 

Bin Kha|ta|b memberika|n tunja|nga|n kepa|da| ka|um muslimin.  

A|da|pun sumber-sumber keua|nga|n nega|ra| da|la|m isla|m: 

Mengena|i sumber penda|pa|ta|n nega|ra| untuk membia|ya|i sega|la| a|spek 

a|ktivita|s Nega|ra|, a|da| bebera|pa| perbeda|a|n penda|pa|t: 

1) Menurut Ibnu Ta|imiya|h da|la|m bukunya| A|s-Siya|sa|tus Sya|ri‟a|h 

fi Isla|hir Ra|‟i wa|r Ra|‟iya|h (Pokok-Pokok Pedoma|n Isla|m da|la|m 

Bernega|ra|) menyebutka|n ba|hwa| ha|nya| a|da| dua| sumber 

penda|pa|ta|n nega|ra|, ya|itu za|ka|t da|n ha|rta| ra|mpa|sa|n pera|ng.
76

 

2) Seda|ngka|n penda|pa|t Muha|mmd Ra|syid Ridha|, da|la|m bukunya| 

A|lWa|hyu a|l-Muha|mma|dy (Wa|hyu Ila|hi Kepa|da| Muha|mma|d), 

menya|ta|ka|n ba|hwa| sela|in za|ka|t da|n ha|rta| ra|mpa|sa|n pera|ng 

seperti ya|ng disebutka|n oleh Ibnu Ta|imiya|h dita|mba|hka|nnya| 

jizya|h (pemberia|n) ya|ng dida|pa|tka|n da|ri golonga|n minorita|s 

(non muslim) seba|ga|i ja|mina|n kepa|da| mereka|, ba|ik ja|mina|n 

kea|ma|na|n, kesela|ma|ta|n jiwa|, ha|rta| benda| mereka| ma|upun 

ja|mina|n ha|k-ha|k a|sa|si mereka|  

3) Menurut Yusuf  Qha|rda|wi, ia| menya|ta|ka|n sela|in ha|l-ha|l dia|ta|s, 

pa|ja|k merupa|ka|n sa|la|h sa|tu sumber penda|pa|ta|n nega|ra|, ka|rena| 

jika| ha|nya| a|da| tiga| ma|ca|m sumber penda|pa|ta|n nega|ra|, da|pa|t 

dipa|stika|n penda|pa|ta|n tersebut tida|k mungkin da|pa|t membia|ya|i 

semua| kegia|ta|n nega|ra|, ya|ng ma|kin ha|ri ma|kin lua|s da|n besa|r. 
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Begitu pula| penda|pa|t A|bdul Wa|hha|b Ka|ha|lla|f ya|ng sa|ma| 

ha|lnya| denga|n Qa|rdha|wi, belia|u pun mena|mba|hka|n ha|rta| 

pusa|ka| ora|ng ya|ng tida|k meningga|lka|n a|hli wa|ris terma|suk da|ri 

sumber keua|nga|n nega|ra|. 

4) Menurut A|bu Yusuf seba|ga|i sumber keua|nga|n nega|ra| isla|m 

pa|da| sa|a|t ini a|da|la|h za|ka|t, Khumus a|l-gha|na|im, a|l-fa|i, jiza|ya|h, 

Usyr a|ltija|ra|h da|n pa|ja|k serta| sumber-sumber la|innya|

77
 

Sumber pema|sukka|n nega|ra| da|la|m isla|m seca|ra| umum diba|gi 

menja|di ena|m ba|gia|n ya|itu: 

1) Za|ka|t 

Za|ka|t merupa|ka|n ka|ta| da|sa|r a|ta|u ma|shda|r ya|ng bera|sa|l da|ri za|ka|-

ya|zki-ta|zkiya|h ya|ng bera|rti berta|mba|h, tumbuh, berkemba|ng, bersih da|n 

suci. Menurut istila|h a|da|la|h sejumla|h ha|rta| tertentu ya|ng diwa|jibka|n 

A|lla|h untuk diberika|n kepa|da| ora|ng-ora|ng ya|ng berha|k menerima|nya|.
78

 

A|da|nya| kewa|jiba|n za|ka|t di da|la|m sya|r’ria|t Isla|m menunjuka|n ba|hwa| 

Isla|m sa|nga|t memperha|tika|n ma|sa|la|h kema|sya|ra|ka|ta|n teruta|ma| mengena|i 

na|sib mereka| ya|ng lema|h. Isla|m mewujudka|n hubunga|n ka|sih sa|ya|ng 

dia|nta|ra| sesa|ma| ma|nusia|, ini merupa|ka|n perwujuda|n ba|hwa| Isla|m 

bersa|uda|ra|, sa|ling memba|ntu, tolong menolong, ya|ng kua|t memba|ntu 

ya|ng lema|h, ya|ng ka|ya| memba|ntu ya|ng miskin.  

Ma|ka| tida|kla|h menghera|nka|n ba|hwa| za|ka|t merupa|ka|n penja|min 

ha|k fa|kir miskin da|la|m ha|rta| uma|t da|n nega|ra| da|n merupa|ka|n pila|r pokok 
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Muha|mma|d Iqba|l, Fiqh Siya|sa|h (Konstektua|lisa|si Doktrin Politik Isla|m),(Ja|ka|rta|: 
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Isla|m ketiga|. Ba|hka|n a|hli fiqh menga|ta|ka|n ba|hwa| za|ka|t a|da|la|h sa|uda|ra| 

ka|ndung sha|la|t di da|la|m iba|da|h, sehingga| di da|la|m A|l-Qur‟a|n ba|nya|k 

ka|ta|-ka|ta| tenta|ng sha|la|t ya|ng sela|lu diikuti denga|n keha|rusa|n berza|ka|t. 

 

2) Gha|nima|h 

Gha|nima|h merupa|ka|n jenis ba|ra|ng bergera|k ya|ng diperoleh da|ri 

pertempura|n mela|wa|n musuh. Seperlima|nya| a|da|la|h merupa|ka|n ha|k 

A|lla|h, Ra|sulnya| da|n kera|ba|t belia|u, juga| a|na|k ya|tim, ora|ngora|ng miskin 

da|n ora|ng bera|da| da|la|m perja|la|na|n. Empa|t perlima| ba|gia|n diba|gika|n di 

a|nta|ra| a|nggota| pa|suka|n. 

3) Fa|’i  

a|da|la|h ha|rta| ya|ng diperoleh da|ri musuh ta|npa| pepera|nga|n. 

Contohnya| ha|rta| fa|’i a|da|la|h ha|rta| ya|ng dida|pa|tka|n oleh ka|um muslim 

da|ri Ya|hudi Ba|ni Na|dhir, serta| ka|mpung ha|la|ma|n ya|ng ditingga|lka|n oleh 

ka|um ka|fir ya|ng genta|r mengha|da|pi ka|um muslim.
79

 

4) Kha|ra|j 

Kha|ra|j A|da|la|h merujuk pa|da| penda|pa|ta|n ya|ng bia|sa| disebut pa|ja|k 

bumi/ta|na|h a|da|la|h kha|ra|j ya|ng dia|mbil da|ri seluruh ta|na|h ya|ng dikua|sa|i 

ka|um Muslim da|ri ora|ng-ora|ng ka|fir seca|ra| pa|ksa| mela|lui pepera|nga|n 

ya|ng diperoleh da|ri bia|ya| sewa| a|ta|s ta|na|h perta|nia|n da|n huta|n milik uma|t. 

Jika| ta|na|h ya|ng diola|h da|n kebun bua|h-bua|ha|n ya|ng dimiliki non-Muslim 

ja|tuh ke ta|nga|n ora|ng Isla|m a|kiba|t ka|la|h pera|ng, a|set tersebut menja|di 
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ba|gia|n keka|ya|a|n publik uma|t. Ka|rena| itu, sia|pa|pun ya|ng ingin mengola|h 

la|ha|n tersebut ha|rus memba|ya|r sewa|. Penda|pa|ta|n da|ri sewa| inila|h ya|ng 

terma|suk da|la|m lingkup kha|ra|j. Jika| ora|ng non muslim ya|ng mempunya|i 

perja|njia|n da|ma|i da|n ta|na|h teta|p seba|ga|i miliknya| ma|ka| memba|ya|r 

kha|ra|j seba|ga|i pa|ja|k buka|n sewa|. Jika| ta|na|h tersebut ja|tuh menja|di milik 

ora|ng Muslim, ma|ka| kha|ra|jnya| seba|ga|i ongkos sewa| a|ta|s ta|na|h tersebut. 

5) Jizya|h 

 Jizya|h a|da|la|h punguta|n ha|rta| ya|ng dikena|ka|n a|ta|s setia|p kepa|la|. 

Ka|ta| jizya|h itu dia|mbil da|ri ka|ta| a|l-ja|za| ya|ng a|rtinya| ba|la|sa|n. Sehingga| 

da|pa|t berma|kna| iura|n Nega|ra| (dha|riba|h) ya|ng diwa|jibka|n a|ta|s ora|ng a|hli 

kita|b seba|ga|i imba|nga|n ba|gi usa|ha| membela| mereka| da|n melindungi 

mereka| a|ta|u seba|ga|i imba|nga|n ba|hwa| mereka| memperoleh a|pa| ya|ng 

diperoleh ora|ng-ora|ng Isla|m sendiri, ba|ik da|la|m kemerdeka|a|n diri, 

pemeliha|ra|a|n ha|rta|, kehorma|ta|n da|n a|ga|ma|.
80

 

6) Usyur 

 merupa|ka|n ha|k ka|um Muslim ya|ng dia|mbil da|ri ha|rta| serta| 

perda|ga|nga|n a|hlu dzimma|h da|n penduduk da|rul ha|rbi ya|ng melewa|ti 

perba|ta|sa|n nega|ra| Khila|fa|h. Da|pa|t juga| dipa|ha|mi ba|hwa| „Usyur a|da|la|h 

pa|ja|k perda|ga|nga|n ya|ng dikena|ka|n kepa|da| peda|ga|ng non-Muslim ya|ng 

mela|kuka|n tra|nsa|ksi bisnis di nega|ra| Isla|m. 

A|da|pun sumber-sumber la|innya| penda|pa|ta|n da|era|h da|la|m sistem 

kepemimpina|n isla|m: 
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1) Ha|rta| Wa|risa|n ya|ng tida|k terba|gi 

Sumber keua|nga|n nega|ra| la|innya| da|pa|t juga| bera|sa|l da|ri ha|rta| 

wa|risa|n ya|ng tida|k terba|gi. Bila| seseora|ng meningga|l dunia| da|n 

meningga|lka|n ha|rta| da|la|m bentuk a|pa|pun, ha|rta|nya| ini bera|hli kepa|da| 

a|hli wa|risnya|, a|hli wa|ris tersebut bisa| ka|rena| hubunga|n perka|wina|n, 

sepeti ja|nda|/duda|, bisa| juga| hubunga|n kera|ba|ta|n seperti, 

a|na|k/ibu/a|ya|h/ka|kek/nenek, a|na|k pa|ma|n, sa|uda|ra| da|n a|na|k sa|uda|ra|. 

Disa|mping itu, juga| a|da| ya|ng dida|sa|rka|n hubunga|n a|ga|ma|, ya|itu Isla|m.
81

  

2) Ka|ffa|ra|t  

Sela|in da|ri ha|rta| wa|risa|n sumber keunga|n da|era|h juga| bersa|l da|ri 

ka|ffa|ra|t, ya|itu denda| ya|ng diba|ya|rka|n ka|rena| mela|kuka|n sua|tu kesa|la|ha|n 

a|ta|u dosa|. Da|la|m A|lqur’a|n a|da| tiga| bentuk ka|ffa|ra|t ini, ya|itu ka|fa|rra|t 

zhiha|r, ka|ffa|rra|t pembunuha|n da|n ka|ffa|ra|t sumpa|h.
82

 

3) Da|m a|ta|u Ha|dya|h 

Da|m a|ta|u Ha|dya|h a|da|la|h penyembeliha|n hewa|n terna|k oleh 

ja|ma|’a|h ha|ji dita|na|h ha|ra|m, mekka|h, ka|rena| mela|kuka|n kesa|la|ha|n a|ta|u 

kekura|nga|n da|la|m iba|da|h ha|jinya|. Da|m a|ta|u ha|dya|h ini dibeba|nka|n 

kepa|da| ja|ma|’a|h ha|ji ya|ng mela|kuka|n: 

a) Mela|kuka|n ha|ji qira|n a|ta|u ta|ma|ttu 

b) Ketingga|la|n sa|la|h sa|tu wa|jib ha|ji seperti bera|da| di mudzda|lifa| 

c) Mela|kuka|n la|ra|nga|n ihra|m seperti mela|kuka|n jima|k a|ta|u mema|ka|i 

ha|rum-ha|ruma|n  
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d) Mela|kuka|n pela|ngga|ra|n dita|na|h ha|ra|m seperti berburu 

 

Ora|ng ya|ng mela|kuka|n mela|kuka|n pela|ngga|ra|n seperti tersebut 

dia|ta|s wa|jib menyemblih seekor ka|mbing untuk setia|p ka|li pela|ngga|ra|n. 

Mema|ng pela|ksa|na|a|n penyembeliha|n ini tida|k ditentuka|n seca|ra| tega|s 

oleh na|sh. Na|mun pemerinta|ha|n bisa| membua|t kebija|ksa|na|a|n 

mengkoordinir pela|ksa|na|a|n da|n memba|gi-ba|gika|n da|gingnya| kepa|da| 

ya|ng berha|k menerima|nya|.  

Da|ri penjela|sa|n dia|ta|s, pemerinta|ha|n isla|m memiliki bebera|pa| ha|k 

terha|da|p wa|rga| nega|ra|nya| ya|ng seka|ligus menja|di sumber penda|pa|ta|n 

nega|ra|. Ha|k-ha|k tersebut meliputi ha|qq-a|l-ha|shil. Ya|itu ha|k memungut 

seba|gia|n kecil da|ri pengha|sila|n ya|ng diperoleh wa|rga| nega|ra| da|ri 

keka|ya|a|nnya|. Ha|k ini merupa|ka|n punguta|n pemerinta|h seperti sedeka|h, 

kha|ra|j, khumus a|l-gha|na|im, rika|s, pa|ja|k pengha|sila|n da|n seba|ga|inya|. 

Kedua|, ha|qq a|l-na|fi, ya|itu ha|k pemerinta|h untuk mema|fa|a|tka|n ba|ra|ng 

ya|ng dimiliki seseora|ng ya|ng tida|k da|pa|t menga|mbilnya| da|n 

mengguna|ka|n untuk kepentinga|n kema|sha|la|ta|n ma|sya|ra|ka|t. 

Sela|in ha|l-ha|l ya|ng disebut dia|ta|s, a|da| la|gi dua| sumber keua|nga|n 

nega|ra| ya|ng perlu diperha|tika|n, ya|itu penda|pa|ta|n da|ri pema|nfa|a|ta|n 

sumber da|ya| a|la|m da|n pinja|ma|n lua|r negeri. Da|la|m ha|l ya|ng perta|ma|, 

keuntunga|n fina|sia|l da|ri pema|nfa|a|ta|n sumber da|ya| a|la|m ha|rus da|pa|t 

dinikma|ti oleh semua| ora|ng, buka|n ha|nya| segelintir. Na|mun ini tida|k 

bea|rti ba|hwa| pengelola|h sumber da|era|h a|la|m ha|rus nega|ra|. Swa|sta|pun 
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da|pa|t mengelola|hnya| denga|n ca|ta|ta|n keuntunga|n ya|ng diperolehka|n tida|k 

melebihi ja|sa| da|n efesiensi ya|ng diperoleh. 

Ha|sil pengelola|a|n sumber da|ya| a|la|m ini kemudia|n menja|di ba|ra|ng 

da|n ja|sa|. Ba|ra|ng da|n ja|sa| tersebut da|pa|t dipa|sa|rka|n ba|ik dida|la|m ma|upun 

di lua|r negeri, Untuk da|la|m negeri, produk-produk ya|ng diha|silka|n 

pemerinta|h ha|rusla|h meringa|nka|n da|n memba|ntu ma|sya|ra|ka|t. Pemerinta|h 

tida|k boleh menjua|l produk a|ta|u ja|sa| denga|n ha|rga| ya|ng tinggi da|n 

membera|tka|n ma|sya|ra|ka|t. Sementa|ra| untuk perda|ga|nga|n lua|r negeri, 

pemerinta|h da|pa|t menja|lin kerja| sa|ma| denga|n nega|ra| teta|ngga| a|ta|u 

nega|ra| sa|ha|ba|t denga|n prinsip a|sing menguntungka|n. Inila|h ya|ng 

dima|nfa|a|tka|n nega|ra| seba|ga|i devisa|. Sebena|rnya|, pemerinta|h ha|rus 

menja|dika|n pema|nfa|a|ta|n sumber da|ya| a|la|m ini seba|ga|i ba|sis penda|pa|ta|n 

nega|ra|, ka|la|u mema|ng nega|ra| dika|runia|i oleh sumber da|ya| a|la|m ya|ng 

ka|ya|. Teta|pi ka|la|u sumber da|ya| a|la|mnya| tida|k mencukupi, ma|ka| 

pemerinta|h perlu meningka|tka|n penda|pa|ta|n nega|ra| da|ri sektor la|innya| 

seperti pa|ja|k a|ta|u pinja|ma|n. 

Ha|l ya|ng ha|rus diperha|tika|n a|da|la|h ba|hwa| pengelola|a|n sumber 

da|ya| a|la|m juga| ha|rus mempertimba|ngka|n keseimba|nga|n ekosistem da|n 

tida|k merusa|k lingkunga|n hidup. Isla|m tida|k membena|rka|n eksplota|si 

sumber da|ya| a|la|m ya|ng merusa|k lingkunga|n hidup. Seba|b ha|l ini a|ka|n 

merugika|n da|n mengunda|ng benca|na| ba|gi ma|nusia| itu sendiri.
83
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Da|la|m pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 tenta|ng retribusi pa|rkir 

ditepi ja|la|n umum, retribusi pa|rkir merupa|ka|n penda|pa|ta|n ya|ng diperoleh 

da|ri usa|ha| pemerinta|h da|era|h dika|ta|ka|n seba|ga|i penda|pa|ta|n da|era|h ya|ng 

terma|suk da|la|m penda|pa|ta|n a|sli da|era|h (PA|D), seba|ga|i pemba|ya|ra|n a|ta|s 

ja|sa| a|ta|u pemberia|n izin tertentu ya|ng khusus disedia|ka|n a|ta|u diberika|n 

oleh Pemerinta|ha|n Da|era|h untuk kepentinga|n ora|ng priba|di a|ta|u ba|da|n 

a|da|pun tujua|n la|in untuk ma|sya|ra|ka|t untuk menda|pa|tka|n kea|ma|na|n 

kenda|ra|a|n milik ma|sya|ra|ka|t na|mun da|la|m ka|jia|n Siya|sa|h Sya|r’iya|h 

retribusi pa|rkir merupa|ka|n penda|pa|ta|n da|ri sumber-sumber penda|pa|ta|n 

la|innya| ya|ng dima|na| ha|sil pengelola|a|n pemunguta|n retribusi pa|rkir ini 

menja|di ja|sa|, ma|ka| retribusi pa|rkir merupa|ka|n penda|pa|ta|n da|ri 

pengelola|a|n pema|nfa|a|ta|n sumber da|ya| ma|nusia| oleh pemerinta|h. 
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BA|B V 

KESIMPULA|N DA|N SA|RA|N 

A. Kesimpula|n  

Berda|sa|rka|n ha|sil peneliti tulis serta| mengena|i ula|sa|n da|n pemba|ha|sa|n 

ya|ng dila|kuka|n diperkua|t denga|n da|ta| ya|ng ditemuka|n da|la|m penelitia|n 

ya|ng berjudul penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 tenta|ng 

Pela|ya|na|n Retribusi Pa|rkir ditepi Ja|la|n Umun ditinja|u da|ri Siya|sa|h Sya|r’iya|h 

(studi ka|sus ka|wa|sa|n kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h curup Reja|ng Lebong) da|pa|t 

disimpulka|n ba|hwa|: 

1. Penera|pa|n pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 tenta|ng pela|ya|na|n 

retribusi pa|rkir ditepi ja|la|n umum belum berja|la|n denga|n ba|ik sesua|i 

denga|n pera|tura|n ya|ng a|da| ka|rena| kura|ngnya| penega|kka|n hukum 

terha|da|p pela|ku ya|ng mela|kuka|n pela|ngga|ra|n hukum, Belum 

a|da|nya| sa|nksi tega|s ya|ng membua|t efek jera| kepa|da| juru pa|rkir,  

tida|k berja|la|nnya| penega|kka|n hukum oleh pemerinta|ha|n da|era|h, 

kura|ngnya| sa|ra|na| da|n pra|sa|na|, sika|p tida|k pedulinya| ma|sya|ra|ka|t 

terha|da|p pera|tura|n ya|ng a|da|. 

2. Da|la|m Tinja|ua|n siya|sa|h sya|r’iya|h terha|da|p pela|ya|na|n retribusi 

pa|rkir ditepi ja|la|n umum kelura|ha|n pa|sa|r tenga|h Curup Reja|ng 
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Lebong pemunguta|n retribusi pa|rkir merupa|ka|n penda|pa|ta|n da|ri 

pema|nfa|a|ta|n sumber da|ya| ma|nusia| ya|ng disebut denga|n penda|pa|ta|n 

da|ri sumber-sumber penda|pa|ta|n la|innya| . 

B. Sa|ra|n  

 Untuk meningka|tka|n keseja|tera|a|n ma|sya|ra|ka|t da|n pemerimta|h da|la|m 

penera|pa|n pera|tura|n da|era|h Nomor 7 Ta|hun 2011 ma|ka| peneliti memberika|n 

sa|ra|n : 

1. Diha|ra|pka|n Untuk meningka|tka|n Kepedulia|n Ma|sya|ra|ka|t da|la|m 

penera|pa|n pera|tura|n da|era|h nomor 7 ta|hun 2011 a|ga|r pengguna| ja|sa| 

pa|rkir lebih peduli terha|da|p pena|rikka|n retribusi pa|rkir a|ga|r tida|k 

menja|di kebia|sa|a|n kesa|la|ha|n  juru pa|rkir da|la|m mela|ksa|na|ka|n 

tuga|snya| 

2. Diha|ra|pka|n kepa|da| dina|s perhubunga|n a|ga|r tida|k la|la|i da|la|m 

memberika|n ka|rcis sa|a|t ka|rcis ha|bis a|ga|r ma|sya|ra|ka|t menga|ta|hui 

pa|rkir resmi da|n tida|k resmi 
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Beda Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir(Universitas 

Stekom),  Https://Atpetsi.Or.Id/Beda-Pajak-Parkir-Dan-Retribusi-Parkir, 

Diakses Pada 13 Juni 2023, Pukul 04.28 Wib. 

Website Auto 2000,Co,Id, Https://Auto2000.Co.Id/Berita-Dan-Tips/Retribusi-

Parkir-Adalah, Diakses Pada 18 Juli 2022, Pukul 01.47 Wib. 

Website Ocbc, Https://Www.Ocbcnisp.Com/Id/Article/2022/03/11/Retribusi, Diakses 

Pada 11 Maret 2022, Pukul 18.20 Wib 

Wawancara 

https://atpetsi.or.id/Beda-Pajak-Parkir-Dan-Retribusi-Parkir
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/retribusi


 

 
 

Wawancara Dengan Bapak Ivan (Pengguna Jasa Parkir),  Pada Hari Selasa Tanggal 

25 April 2023, Pukul 13.35 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Romi (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Senin Tanggal 

24 April 2023, Pukul 12.30 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang 

Lebong), Pada Hari Jumat 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib. 

Wawancara Dengan Ibu Ana ( Pengguna Jasa Parkir) Pada Hari Selasa Tanggal 25 

April 2023, Pukul 11.00 Wib. 

Wawancara Dengan Ziko Erlangga (Pemerintahan Daerah Rejang Lebong), Pada 

Hari Senin 10 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Hendrik Gustiawan (Dinas Perhubungan Kasi Terminal 

dan Perparkiran), Pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 Pukul 08.00 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Suardi (Juru Parkir Jalan Merdeka), Pada Hari Jumat 

Tanggal 07 Juli Pukul 09.00 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Azuardi Madra (Juru Parkir Jalan Cut Nyak Dien), Pada 

Hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 Pukul 14.15 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Usman (Juru Parkir Jalan Raden Hadi), Pada Tanggal 07 

Juli Pukul 11.10 Wib. 



 

 
 

Wawancara Dengan Bapak Asnawi (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Saptu Tanggal 

15 Juli 2023 Pukul 11.20  Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Irawan (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 

14 Juli 2023 Pukul 13.15 Wib. 

Wawancara Dengan Bapak Riko (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Saptu Tanggal15 

Juli 2023 Pukul 14.00 Wib. 

Wawancara Dengan Ibu Erni(Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14 

Juli 2023 Pukul 10.00 Wib 

Wawancara Dengan Ibu Lena (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14 

2023 Pukul 16.00 Wib. 

Lainnya 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2022. 

Kelurahan Pasar Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2009. 
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Wawancara dengan Hendrik Gustiawan Kesra Perparkiran Dinas 

Perhubungan Rejang Lebong 

 

 

 



 

 
 

 

 

Wawancara dengan Pemerintahan Daerah Rejang Lebong 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Wawancara dengan Bapak Zuardi Juru Parkir dijalan merdeka Kelurahan 

Pasar Tengah Curup Rejang Lebong 

 



 

 
 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Usman Juru Parkir Dijalan Raden Hadi Kelurahan Pasar 

Tengah Curup Rejang Lebong 

 

 



 

 
 

 

Wawancara Dengan Bapak Azuardi  Juru Parkir Di Tepi Jalan Cut Nyak Dien 

Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong

 

Wawancara dengan Ibu Lena (Pengguna Jasa Parkir) 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan bapak Irawan Pengguna Jasa Parkir 

 

Wawancara dengan Ibu Erni pengguna jasa parkir 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan Bapak Riko pengguna Jasa Parkir 

 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan Bapak Asnawi Pengguna Jasa Parkir 
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